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NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. pahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan
kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien dan
tepat sasaran, perlu disusun perencanaan pembangunan
jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua
puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah
pembangunan daerah sebagai pedoman dalam
pelaksanaannya;

b.  bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a
tersebut diatas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 13
ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
serta Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. uUndang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negare
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389).



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesai Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



14.  peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor
19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;

15, Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2005-20025;

16.  Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 18 Tahun
2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN
2005 — 2025.

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
Bupati adalah Bupati Lampung Timur.

A

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur yang

selanjutnya  disingkat dengan RPJPD adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang memuat visi, misi dan
arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung

sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lampung Timur yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Bupati
untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD

Kabupaten Lampung Timur serta memperhatikan RPJM Provinsi.

6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan.

7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi.

8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi.



BAB Il

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

(1) Program Pembangunan Daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan
dan atau mengacu pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur.

(2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam
penyusunan RPJMD.

(2) RPIMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Visi, Misi dan Program
Bupati.

(3) Periodisasi RPJMD mengacu pada RPIJMD, yaitu RPJMD | (Kesatu) Tahun
2005-2010, RPJMD Il (Kedua) Tahun 2010-2015, RPJMD |1l (Ketiga) Tahun
2015-2020 dan RPJMD IV (Keempat) Tahun 2020-2025.

Pasal 4

(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Visi, Misi dan Program
Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan
RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.

(3) RPIJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan
RPJMD Provinsi Lampung.

(4) Dalam menyusun materi kampanye yang berisi visi, misi dan program
pembangunan daerah, Calon Bupati berpedoman pada RPJPD serta
memperhatikan RPJM Provinsi Lampung.

BAB IlI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari
adanya kekosongan rencana pembangunan daerah, maka Bupati pada tahun
terakhir masa jabatannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah (APBD) tahun pertama periode
pemerintahan berikutnya.

(3) Setelah RPJPD ini berakhir, maka Bupati pada periode berkenaan wajib
menyusun RPJPD periode 20 Tahun berikutnya.



BAB V
PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 02 Desember 2010

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 02 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2010
NOMOR 10



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Bahwa Pemerintahan Negara dibentuk dalam rangka melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk terwujudnya tujuan tersebut diatas, maka tugas pemerintah selanjutnya
adalah dengan mengisi, melaksanakan dan menyempurnakan upaya-upaya untuk
mewujudkan kondisi sebagaimana yang diharapkan dengan pembangunan yang
berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan
berkesinambungan Guna memberikan jaminan agar kegiatan pembangunan berjalan
efektif, efisien dan bersasaran, maka perlu disusun suatu perencanaan untuk suatu
periode tertentu.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka telah ditetapkan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas merupakan pedoman/landasan
hukum dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, baik oleh Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah, sehingga perencanaan pembangunan baik rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang akan
dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah berada
dalam satu kesatuan/sinergis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan bahwa Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung
Timur.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan :

a. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

b. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus di pedomani
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan;

c. Untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku
pembangunan di Kabupaten LampungTimur (pemerintah, masyarakat, dan dunia
usaha) dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini yaitu :

a. Sebagai upaya dalam rangka mewujudkan kehidupan yang demokratis,
transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak azasi
manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang
beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu
20 (dua puluh) tahun kedepan.



b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Penyusunan Peraturan Daerah ini dilakukan dengan pendekatan Analisis
Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT), yang menggambarkan struktur
permasalahan secara internal dan peluang yang dihadapi dari sudut pandang eksternal
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Kondisi umum ini dilihat sebagai input,
proses, dan hasil. Kemudian pencapaian hasil pembangunan dijadikan dasar analisis
untuk merumuskan kecenderungan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Berdasarkan pendekatan di atas, maka RPJPD Kabupaten Lampung Timur
mempunyai visi: “LAMPUNG TIMUR SEJAHTERA BERDAYA SAING,
RELIGIUS, DAN BERKELANJUTAN?. Visi ini dimaksudkan untuk mewujudkan
keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Lampung Timur dengan tetap
mengacu pada pencapaian tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Penyusunan RPJPD tahun berikutnya, dimaksudkan untuk menghindari
kekosongan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah setelah
berakhirnya RPJPD Tahun 2005-2025.
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia telah memberikan
warna baru dalam sistem pemerintahan dan pola hubungan antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini telah mengalihkan sebagian kewenangan
yang sebelumnya tersentralisir di Pemerintah Pusat kepada daerah, khususnya di
tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pengalihan kewenangan ini terutama dalam
hal perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah.

Seiring dengan upaya peningkatan pelayanan publik telah memunculkan
sejumlah tuntutan untuk dapat melakukan pemekaran wilayah. Salah satunya terjadi
di Provinsi Lampung, dimana pada tahun 1999 Kabupaten Lampung Tengah telah
dimekarkan menjadi 2 (dua) Pemerintahan Daerah Kabupaten dan 1 (satu)
Pemerintahan Kota. Hasil pemekaran ini meliputi Kabupaten Lampung Tengah,
Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro.

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang Undang No 12
Tahun 1999, dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan pusat pemerintahan
di Kota Sukadana. Kabupaten Lampung Timur yang awalnya terdiri atas 10
kecamatan definitif dengan 13 kecamatan pembantu serta 232 desa, sekarang terdiri
atas 24 kecamatan definitif 241 desa dan 5 kelurahan. Pemekaran Kabupaten
Lampung Timur ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat Lampung Timur.

Pada sisi perencanaan pembangunan, besarnya rentang kendali pembinaan
Pemerintah Pusat atas Pemerintahan Daerah memberikan konsekuensi akan arti
penting sistem perencanaan pembangunan nasional agar pembangunan di tanah air
dapat berjalan secara terintegrasi, sinergis, dan berkelanjutan. Implementasi dari
sistem perencanaan pembangunan nasional ini dituangkan dalam UU No.25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, maka Pemerintahan Daerah wajib membuat dokumen
perencanaan, yakni yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
Penyusunan dokumen perencanaan juga merupakan pelaksanaan amanat Undang
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; serta Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

RPJPD Kabupaten Lampung Timur 1



Penyusunan RPJPD dan RPJMD juga harus mengacu dan memperhatikan
peraturan lain seperti tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No
050/2020/SJ Tahun 2005.

Berkaitan dengan hal yang telah dikemukakan, maka dalam rangka menuju
masa depan Kabupaten Lampung Timur yang lebih baik, diperlukan adanya sebuah
rencana pembangunan jangka panjang dan memiliki arah kebijakan yang jelas.
Perencanaan yang terprogram, terukur, dan berkesinambungan akan mempermudah
proses evaluasi dan pengendalian, sehingga memungkinkan penilaian secara obyektif
terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur secara keseluruhan.

1.2 Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah (RPJPD) merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
RPJPD selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dasar dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5
(lima) tahunan.RPJPD Kabupaten Lampung Timur dirancang dan disusun untuk
periode 2005-2025.

RPJMD selanjutnya akan digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah
untuk merumuskan dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
bersifat tahunan dan menjadi dasar bagi penyusunan Anggaran, Pendapatan, dan

Belanja Daerah (APBD) pada tahun yang berlaku.

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum, maksud dan tujuan RPJPD Kabupaten Lampung Timur adalah
sesuai dengan tujuan dalam UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional; sedangkan secara khusus, tujuan penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah:

1. Memberikan arah pembangunan jangka panjang dalam kurun waktu 20

(dua puluh) tahun ke depan, sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJP
Nasional dan RPJP Provinsi Lampung yang telah disesuaikan dnegan
situasi, kondisi, dan kebutuhan riil di Kabupaten Lampung Timur.

2. Memberikan pedoman bagi seluruh stake holders dalam penyelenggaraan

pemerintahan dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

3. Memberikan acuan dasar bagi penyusunan RPJMD dan RKPD di

Kabupaten Lampung Timur.
4. Memberikan koridor bagi Kepala Daerah dalam penyusunan visi, misi,

dan program kerja dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Timur.

RPJPD Kabupaten Lampung Timur 2



1.4 Landasan

Landasan idiil RPJPD Kabupaten Lampung Timur adalah Pancasila dan
landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan

perundangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional, yaitu:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

7. Perda Propinsi.

1.5. Tata Urut
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Lampung Timur disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB . PENDAHULUAN
Bab ini berisi Latar Belakang, Pengertian, Maksud dan Tujuan, Landasan, dan Tata

Urut Penulisan.

BAB Il. KONDISI UMUM
Bab ini berisi deskripsi kondisi umum Kabupaten Lampung Timur saat ini, modal

dasar yang dimiliki, dan tantangan yang dihadapi di masa depan.

BAB IIl. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2005-2025.
Bab ini memaparkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur yang menjadi

orientasi utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan
Kabupaten Lampung Timur selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB 1V. ARAH, SASARAN, DAN TAHAPAN RPJP KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2005-2025.
Bab ini memuat arah pembangunan tahapan, sasaran, dan tahapan pembangunan

jangka panjang 2005-2025. Arah, sasaran, dan tahapan pembangunan ini akan
menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur.

BAB V. PENUTUP.
Bab ini memaparkan peranan RPJPD Kabupaten Lampung Timur sebagai pedoman

bagi stakeholders dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; serta koridor dalam

penyusunan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah.
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BAB Il
KONDISI UMUM

Secara geografis Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi : 1050 15’
BT-1060 20’BT dan 40 37’ LS-50 37° LS; memiliki luas wilayah 5.325,03 Km2 atau
sekitar 15% dari total wilayah Provinsi Lampung, dengan Ibukota Kabupaten di
Sukadana. Secara administratif Kabupaten Lampung Timur memiliki batas wilayah
sebagai berikut :
Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Kecamatan
Seputih  Surabaya, dan Kecamatan Seputih Banyak
Kabupaten ~ Lampung  Tengah; dan  Kecamatan
Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Jawa, Provinsi Banten dan
DKI Jakarta.

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang,
Kecamatan Ketibung, Kecamatan Palas, dan
Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

Sebelah Barat :  berbatasan dengan Kecamatan Metro Utara, Kecamatan
Metro Selatan, Kota Metro, dan Kecamatan Metro Timur
serta Kecamatan Punggur dan Seputih Raman Kabupaten
Lampung Tengah.

Pemerintah Daerah pada awalnya memiliki 10 kecamatan definitif dengan 13
kecamatan pembantu, serta 232 desa. Setelah pemekaran, maka wilayah berkembang
24 kecamatan definitif 257 desa. Iklim Kabupaten Lampung Timur yang tergolong
kategori iklim B (Smith dan Ferguson), yang dicirikan oleh bulan basah selama 6
bulan yaitu pada bulan Desember-Juni dengan temperatur rata-rata 24-34°C. Curah
hujan rata-rata tahunan sebesar 2.000-2.500 mm (Lampung Timur dalam Angka, BPS
2009).

2.1 Kondisi Saat Ini

Pembangunan Daerah di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang
dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan, baik dalam bidang sosial
budaya, agama, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, politik, ketentraman,
ketertiban, hukum, aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana
dan prasarana, maupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berbagai hasil yang telah dicapai pada saat ini adalah sebagai berikut :
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2.1.1 Sosial, Budaya, dan Agama

1. Pada tahun 2009, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur mencapai
947.193 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 1,26% per tahun dan
sex ratio 105,89. Tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 1,09% dan
pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2006, yaitu sebesar 2,59%.
Kepadatan penduduk mencapai 178 jiwa/Km® Pada tahun 2009,
penduduk usia kerja mencapai 783.386 orang (84.88%), dan angkatan
kerja mencapai 462.456 orang (50,35%) dari total penduduk. Pencari kerja
tahun 2009 berjumlah 65.206 orang atau sebesar 13,67% terhadap jumlah
angkatan kerja. Pengangguran terbuka pada tahun 2009 sebesar 5,8% dan
jumlah penggangguran terselubung sekitar 5,78% dari total angkatan
kerja.; sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai
73,4%. Sebagian besar penduduk (55,85%) bekerja di sektor pertanian dan
18,95% di sektor perdagangan, 7,97% di sektor jasa, dan 8,07% di
industri. Berdasarkan struktur umur, terlihat bahwa penduduk dengan usia
yang lebih tua relatif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia
muda, dan bahkan bayi. Hal ini berarti banyak generasi muda dalam
kategori usia kerja mengambil keputusan migrasi meninggalkan

Kabupaten Lampung Timur.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tercermin dari nilai Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Data tahun 2009 memperlihatkan nilai
komponen Indeks Kelangsungan Hidup 75,03; Indeks Pengetahuan 77,72
dan Indeks Daya Beli 57,84. Pada tahun 2009 Kabupaten Lampung Timur
menduduki peringkat 176 dari total 341 Kabupaten/ Kota di Indonesia
dengan nilai IPM 70,2 dan menduduki urutan ke 5 di Provinsi Lampung.
Kota Metro adalah kota dengan nilai IPM tertinggi di Provinsi Lampung
disusul oleh Kota Bandar Lampung. Meskipun menunjukkan kinerja yang
relatif menengah, proses perbaikan kualitas SDM di Kabupaten Lampung

Timur mutlak untuk terus dilakukan.

3. Survey Sosial Ekonomi Nasional tahun 2009 menunjukkan 83,86 %
penduduk yang melakukan upaya pengobatan sendiri. Survey juga
menunjukkan upaya berobat jalan dan rawat inap lebih banyak dilaku- kan
perempuan (50,83%) dibandingkan laki-laki (49,17%). Keluhan kesehatan
terbanyak adalah pilek (24,5%), batuk (26,1%), dan panas (17,0%).
Fasilitas kesehatan pada tahun 2009 terdiri atas Rumah Sakit Umum (2
buah); Puskesmas (28 buah); Dokter Umum (28 orang);
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Dokter Gigi (9 orang); Bidan Desa (387 orang); Perawat (243 orang);
apotik (12 buah); dan toko obat (6 buah).

4. Tingkat kesejahteraan keluarga di Lampung Timur secara relatif adalah
lebih baik karena sebagian besar keluarga dikategorikan telah lepas dari
status Keluarga Pra Sejahtera. Pada tahun 2009 jumlah Keluarga Pra
Sejahtera mencapai 87.741 jiwa. Selain itu, pada tahun 2009 terdapat
60.407 jiwa KS 1; 56.637 jiwa KS II; 43.522 jiwa KS I1I; dan 3.368 jiwa
dengan status KS I11+.

5. Salah satu aspek penting dalam pembangunan SDM adalah bidang
pendidikan. Pada tahun 2009 angka melek huruf di perdesaan mencapai
92,9%; di perkotaan mencapai 97,1%; dengan rata-rata di antara keduanya
mencapai 93,2%. Penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum
pernah sekolah sekitar 10,80%; sedangkan penduduk yang masih sekolah
sekitar 20,99%. Data tahun 2009 menunjukkan bahwa APK tingkat SD
mencapai 116 dan APM 106. APK tingkat SMP mencapai 88,2 dengan
APM 75,6; APK SMA mencapai 58,7 dan APM 56,4. Jumlah sekolah
adalah: SD negeri mencapai 530 buah dan SD swasta 22 buah; SMP
negeri 51 buah dan SMP swasta 93 buah; serta SMU negeri 19 buah dan
SMU swasta 28 buah; SMK negeri 3 buah dan SMK swasta 25 buah.
Rasio guru/murid tingkat SD sebesar 1 : 11; tingkat SMP 1 : 14; serta
tingkat SMA sebesar 1 : 10. Sedangkan Rasio sekolah di Lampung Timur
yaitu untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di
10 (sepuluh) kecamatan besar dan 1 : 3, dan untuk 14 kecamatan lainnya
memiliki Rasio 1 : 1. Untuk sekolah menegah atas (SMA) di seluruh
kecamatan Lampung Timur memiliki Rasio 1 : 1 (1 SMA : 1 Kecamatan)
telah tercapai. Data ini menunjukan bahwa pelayanan pendidikan di
Kabupaten Lampung Timur cukup baik.

6. Pemberdayaan perempuan dan anak telah menunjukkan peningkatan yang
tercermin dari kualitas hidup perempuan dan anak, meskipun belum
merata di semua bidang pembangunan. Karir perempuan cukup maju di
bidang birokrasi, legislatif, dan lembaga sosial masyarakat. Partisipasi
pemuda dalam pembangunan juga makin membaik terutama dengan
berkembangnya budaya, olahraga, organisasi, dan partisipasi politik

pemuda.

7. Taraf kesejahteraan masyarakat makin membaik, seperti terlihat pada

upaya pemberdayaan wanita melalui pelayanan, rehabilitasi,
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dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, termasuk penyandang

masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pencandu napza.

8. Kabupaten Lampung Timur adalah daerah yang memiliki kebudayaan
tinggi. Masyarakat adat Lampung Timur adalah beradat Pepadun, yang
terkenal dengan istilah Abung Siwo Mego dan Pubian Telu Suku,
sedangkan masyarakat adat Peminggir hanya di beberapa desa saja. Adat
Pepadun mempergunakan garis keturunan patrilinial. Upacara adat
umumnya dilakukan pada acara perkawinan, disamping kewajiban sesuai
hukum Agama Islam.Prinsip dalam kehidupan sehari-hari menunjuk kan
suatu corak keaslian yang khas dalam hubungan sosial antar masyarakat
Lampung yang disimpulkan dalam 5 prinsip, yaitu: “Piil Pasenggiri” yang
berarti perilaku dan bermoral tinggi; “Sakai Sambayan” mengandung
makna tolong-menolong; “Nemui Nyimah” berarti ramah tamah terhadap
semua pihak; “Nengah Nyappur” adalah bersikap terbuka; dan “Bejuluk
Beadek™ adalah gelar setelah menikah.

9. Kehidupan keagamaan masyarakat Kabupaten Lampung Timur sangat
kondusif. Pada tahun 2009 jumlah pemeluk agama Islam berjumlah
897.372 orang (93,59%). Selanjutnya pemeluk agama Hindu sebanyak
13.429 orang (1,51%); Kristen Protestan 13.336 orang (2,10%); Kristen
Katolik 8.978 orang (2,05%), Budha 4.365 orang (0,70%). Jumlah tempat
peribadatan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dan secara kuantitas
kehidupan keagamaan juga mencerminkan perkembangan yang semakin
baik. Tingkat religiutas masyarakat terjaga dan tingkat kerukunan
beragama cukup baik yang tercermin dari rendahnya intensitas maupun

frekuensi kejadian konflik yang berlatar belakang agama.

2.1.2 Ekonomi

1. Perekonomian pada tahun 2009 di Kabupaten Lampung Timur secara
umum didominasi oleh sektor pertanian yang berperan sampai 43,99%
dari total PDRB dengan migas, sedangkan peran sektor lain adalah:
pertambangan dan penggalian 11,55%; industri 6,09%; listrik, gas,air
minum 0,20%; konstruksi 3,28%; perdagangan, hotel, restoran 19,70%;
pengangkutan dan komunikasi 3,89%; keuangan 4,32%; dan jasa 6.97%.
Bila sektor migas dikeluarkan, maka komposisi PDRB: sektor pertanian
51,60%; pertambangan dan penggalian 1,19%; industri 7,15%; listrik,

gas,air minum 0,2%; konstruksi 6,81%;
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2. perdagangan, hotel, restoran 21.58%; pengangkutan dan komunikasi
3,21%; keuangan 4,84%; dan jasa 4,74%. Tahun 2009 perekonomian
tanpa migas tumbuh dengan laju 6,18% pertahun, sedangkan dengan
migas mencapai 4,46%. Sub sektor yang mempunyai pertumbuhan besar
adalah industri pengolahan (13,76%); keuangan dan persewaan (9,52%);
serta trasportasi (5,86%). Sub sektor yang mengalami minus pertumbuhan
adalah pertambangan (-10,85%). Sedangkan sektor pertanian yang
berperan besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Timur

hanya tumbuh sebesar 1,78%.

3. Nilai ekspor dari Kabupaten Lampung Timur terus menunjukkan trend
peningkatan, yakni dari 32,959 USD pada tahun 2004 menjadi 40,690
USD pada tahun 2005. Namun dengan adanya Krisis ekonomi global,
maka pada tahun 2006 ekspor mengalami penurunan sehingga menjadi
tinggal 17,515 USD.

4. Angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan trend
peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2005 angka PAD mencapai
Rp.7.499.519.000; kemudian meningkat menjadi Rp.16.791.822.547 pada
tahun 2006 dan menjadi Rp.20.972.988.359,85 pada tahun 2009.

5. Potensi utama Kabupaten Lampung Timur adalah dalam bidang pertanian
dalam arti luas, meliputi bidang tanaman pangan, peternakan, perikanan,
dan perkebunan. Potensi ini tidak hanya melibatkan aspek lahan dan

produksi saja, namun juga pada aspek agribisnis dan pengolahan hasil.

6. Pada tahun 2009, Lampung Timur menghasilkan padi setara dengan 15,
5% dari total produksi padi di Provinsi Lampung (382.387 ton); 30,3%
jagung (568.846 ton); dan 11,8% singkong (932.307 ton). Selain itu juga
menghasilkan 19,9% lada (4.293 ton); 23,5% kelapa (26.509 ton); dan
27,6% kakao (5.899 ton). Populasi sapi mencapai 14,4% dari total
populasi di Provinsi Lampung (75.171 ekor); kerbau 14,2% (5.608 ekor);
kambing 10,2% (97.999 ekor); domba 18,6% (15.686 ekor); babi 24,1%
(15.355 ekor); ayam kampung 21,7% (2.262.575 ekor); produksi telur
11% (10.714,38 ton); dan produksi daging 8,7% (3.691 ton). Sementara
produksi hasil perikanan laut mencapai 31% (39.111,80 ton) dan
perikanan sungai 29,1% (2.771,29 ton).
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7. Jumlah industri pada tahun 2005 mencapai 4.111 unit usaha, dengan
jumlah tenaga kerja 12.265 orang; nilai investasi Rp.105.762 (dalam juta
rupiah); serta nilai produksi Rp.1.592.352 (dalam juta rupiah). Pada tahun
2008 angka tersebut meningkat menjadi 4.934 unit usaha

dengan rincian industri hasil pertanian dan kehutanan (IHPK) dengan
jumlah 3.269 unit; industri logam, mesin dan elektronik (ILME) dengan
jumlah 75 unit; dan industri kimia dan aneka dengan jumlah 1.590 unit.
Jumlah total tenaga kerjapada tahun 2008 adalah 16.929 orang; nilain
investasi Rp.117.268,06 (dalam juta rupiah); serta nilai produksi
Rp.2.116.082,30 (dalam juta rupiah).

8. Kabupaten Lampung Timur mempunyai potensi yang besar bagi
pengembangan kepariwisataan, terutama wisata alam, wisata agro, wisata
budaya, wisata kuliner, dan sebagainya. Pengembangan kepariwisataan
Kabupaten Lampung Timur belum maksimal, sehingga belum mampu
memberikan kontribusi  signifikan bagi perekonomian Kabupaten

Lampung Timur.

9. Kasus pertanahan masih terjadi di Kabupaten Lampung Timur, meskipun
demikian jumlah kasus cenderung menurun. Data pada tahun 2005
memperlihatkan adanya 8 kasus pertanahan, tahun 2007 menurun menjadi

hanya 6 kasus. Pada tahun 2009 menurun kembali menjadi 5 kasus.

10. Data pada tahun 2009 memperlihatkan bahwa proporsi Rumah Tangga
Miskin (RTM) secara total mencapai 42,75% dari total jumlah Rumah
Tangga (RT) di Kabupaten Lampung Timur. Proporsi RTM terbesar
terdapat di Kecamatan Marga Sekampung (69,21%), sedangkan terkecil
terdapat di Kecamatan Raman Utara (25,48%).

2.1.3 llmu Pengetahuan dan Seni (IPTEKS)

1. Kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan IPTEKS di
Kabupaten Lampung Timur belum optimal. Berbagai hasil penelitian dan
pengembangan dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi juga belum
banyak dimanfaatkan oleh industri dan masyarakat. Jumlah publikasi
ilmiah terus meningkat, meskipun tergolong masih sangat rendah di

tingkat nasional.
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2. Pengembangan/penguasaan IPTEKS terhambat karena tidak tersedia dana
yang memadai untuk kegiatan tersebut. Belum banyak peneliti, yang
mampu bersaing untuk memperoleh dana dari sumber dana di luar
instansinya masing-masing, khususnya kegiatan dalam penelitaian
IPTEKS dan rekayasa sosial terapan, yang langsung bisa diaplikasikan
oleh industri dan masyarakat lokal. Untuk itu perlu adnya kebijakan
penelitian pengembangan dan penerapan IPTEKS lokal oleh pemerintah

daerah yang didanai oleh pemerintah daerah.

3. Pengembangan seni, baik tradisional maupun modern, belum optimal dan
belum mendapatkan proporsi yang memadai, baik dalam pembiayaan,
penyediaan sarana dan prasarana, maupun dalam hal pengembangan

sumber daya manusia.

2.1.4 Sarana dan Prasarana

1. Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Lampung Timur masih
ditandai dengan rendahnya aksesibilitas, kualitas, ataupun cakupan
pelayanan. Akibatnya, sarana dan prasarana yang ada belum sepenuh nya
dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil dalam
rangka mendukung pengembangan ketahanan pangan daerah, mendorong
sektor produksi, dan mendukung pengembangan wilayah.

2. Pengairan teknis pada tahun 2009 mampu mengairi sawah di Kabupaten
Lampung Timur seluas 29.159 Ha, baik untuk penanaman 1 kali/tahun
maupun 2 Kkali/tahun.  Hal ini menunjukkan adanya peningkatan
dibandingkan tahun 2005 yang hanya mencapai 26.323 Ha. Sedangkan
sekitar 29.000 Ha belum menggunakan pengairan teknis, berikut
rinciannya : pengairan setengah teknis seluas 1.169 Ha; pengairan
sederhana PU 2.452 Ha; pengairan Non PU seluas 1.424 Ha; tadah hujan
seluas 15.193 Ha; dan lebak, folder dan lainnya seluas 8.924.

3. Panjang jalan di Kabupaten Lampung Timur mencapai 583.191 Km yang
terdiri atas jalan hotmix 119.715 Km; jalan latasir 314.831 Km; jalan
lapen 72.644 Km; jalan batu 76.001 Km; dan jalan tanah 366.440 Km.
Secara umum kondisi jalan relatif belum baik karena lebih dari 58%

kondisi jalan masih berbentuk batu dan tanah.

4. Fasilitas perhubungan darat di Kabupaten Lampung Timur dari tahun
2005 sampai dengan 2008 ternyata menunjukkan data yang memiliki trend

meningkat.
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Jumlah truk yakni dari 657 pada tahun 2005 menjadi 2.119 pada tahun
2008. Hal serupa juga terjadi pada jumlah bus; kendaraan pick up dan
angkutan perdesaan. Pada kendaraan-kendaraan ini, jumlahnya terus
menerus mengalami peningkatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun
2008. Diperkirakan terjadinya penurunan jumlah ketiga jenis kendaraan
karena adanya faktor usia kendaraan yang sudah cukup tua sehingga

mempengaruhi efisiensi dan kinerja kendaraan.

5. Kabupaten Lampung Timur mempunyai 4 (empat) pelabuhan laut, yakni:
Labuhan Meringgai, Way Penet, Kuala Seputih, dan Way Sekampung.
Pelabuhan Labuhan Maringgai menjadi salah satu gerbang utama
Lampung Timur karena aktivitas perdagangan, industri dan keterkaitan
kegiatan perekonomian Lampung Timur dengan kabupaten-kabupaten lain
di Provinsi Lampung dilakukan melalui pelabuhan Meringgai.

6. Pada tahun 2009 fasilitas sambungan telepon tersedia mencapai 1.558 SST
dengan saluran tersambung 1.508 SST. Jumlah ini jauh meningkat
dibandingkan data pada tahun 2002 yang hanya mencapai 1.052 SST dan
tersambung 935 SST.

7. Penyediaan listrik di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2009 telah
mampu memenuhi kebutuhan di 182 desa (>70%) dari total 257 desa,
dengan jumlah pelanggan mencapai 77.556 rumah tangga. Pada tahun
2009 penyedian listrik mencapai 28.775.273 Kwh dan angka penjualan
22.287.766 Kwh, sehingga terdapat angka penyusutan sekitar 22% yang
masih harus diturunkan lagi. Sebanyak 75% dari angka penjualan tersebut

digunakan oleh rumah tangga.

8. Selain listrik, penyediaan air bersih juga merupakan salah satu aspek yang
penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. BUMD yang
memiliki tanggung jawab dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat
adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lampung Timur. Selama
tahun 2006-2007 terdapat kecenderungan adanya penurunan volume air
minum yang didistribusikan dan terjadi nya penurunan jumlah pelanggan
PDAM. Hal ini disebabkan adanya gangguan dalam sistem distribusi air,

karena 52,7% dari total volume air yang disalurkan telah susut atau hilang.
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2.1.5 Politik

1.

2.

Dukungan masyarakat dalam peningkatan pembangunan politik sangat
diperlukan. Dukungan politik tersebut menunjukkan adanya kesadaran
masyarakat terhadap suksesnya pelaksanaan Pemilu maupun Pemilukada.
Pada umumnya persentasi keikutsertaan masyarakat dalam setiap event
mencapai lebih dari 70%.

Jumlah LSM sampai dengan tahun 2009 mencapai 80 buah, sedangkan
ORMAS sebanyak 49 buah dan Parpol mencapai 33 buah. Angka jumlah
LSM yang cukup besar menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam

proses pembangunan.

Dalam rangka mendorong dan menjaga iklim politik serta memantapkan
budaya politik menuju demokratisasi, Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Timur telah melaksanakan kebijakan sebagai berikut

melaksanakan dialog politik; meningkatkan wawasan gender dan bahaya
narkoba bagi organisasi kewanitaan; membentuk Forum Komunikasi

Politik; dan memfasilitasi berbagai kegiatan LSM.

2.1.6 Ketentraman dan Ketertiban

1.

2.

Konflik secara horizontal yang mencolok dengan skala meluas tidak
pernah terjadi di Kabupaten Lampung Timur. Hal ini menunjukkan
bahwa kondisi keamanan dan ketertiban cukup kondusif.

Jenis gangguan keamanan dan ketertiban selama lima tahun terakhir yang
cukup dominan adalah kasus pencurian dengan pemberatan dengan
proporsi rata-rata sebesar 37,31% (152 kasus) dan pencurian dengan
kekerasan dengan proporsi rata-rata sebesar 28,66% (81 kasus) dari total
kasus. Kasus lain yang cukup mencolok adalah pencurian kendaraan

bermotor (22 kasus); perjudian (21 kasus); serta pemerkosaan (12 kasus).

Pada tahun 2008, kasus narkotika dan obat-obatan terlarang mencapai 4

kasus, sedangkan pada tahun 2005 dan 2006 sebesar 5 dan 6 kasus.

2.1.7 Hukum dan Aparatur

1. Produk hukum berupa Peraturan Daerah (PERDA) sampai tahun 2009

masing-masing mencapai : Perda 58 buah, Perbup 96 buah. Hal ini
menunjukkan bahwa tata kehidupan di Kabupaten Lampung Timur telah

berada pada jalur kehidupan berdasarkan peraturan dan hukum.
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2. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2005
memiliki 8.806 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar pada unit kerja,
dinas, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). PNS Golongan 11l merupakan
jumlah PNS terbesar, yaitu sekitar 70,64% dari total PNS. Jumlah PNS
per golongan adalah: golongan | = 61 orang; golongan Il = 1.424 orang;
golongan Il = 6.191 orang; dan golongan IV = 1.130 orang. Dengan
jumlah PNS tersebut, maka secara rata-rata satu orang PNS di Kabupaten
Lampung Timur melayani 96 penduduk. Pada tahun 2009 jumlah PNS
telah meningkat menjadi 10.594 orang, dengan golongan | mencapai 103
orang; golongan Il 2.046 orang; golongan Il 4.754 orang dan golongan

IV mencapai 3.691 orang.

3. Kabupaten Lampung Timur merupakan pemerintah otonom dalam tata
pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah/
Bupati dan dibantu satu orang Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah yang
dibantu oleh tiga (3) orang Asisten. Dengan luas wilayah 5.325,03 Km?
atau 15% dari total wilayah Provinsi Lampung (35.376 Km?), Lampung
Timur secara administratif terdiri atas 24 kecamatan dan 257 desa. Setiap
kecamatan memiliki kepadatan penduduk yang berbeda sehingga

kompleksitas masalah antarkecamatanpun relatif berbeda.

4. Pada bidang pengawasan dan penegakan disiplin pegawai terdapat
kecenderungan peningkatan kegiatan penegakan disiplin pegawai. Pada
tahun 2005 penegakan disiplin pegawai terjadi terhadap 6 PNS, sedangkan
pada tahun 2007 terlah meningkat menjadi 12 kasus.

2.1.8 Wilayah Tata Ruang

1. Kondisi tanah pada dataran dengan ketinggian O sampai 50 meter di
bagian Timur terbentuk dari bahan endapan galian pantai (regosol), di
daerah rawa sebagai endapan lakustrin (tanah hidromori), dan di daerah
sungai sebagai endapan permukaan alluvium (campuran liat galuh dan
pasir), sedangkan daerah sungai terdapat pasir kuarsa. Pada ketinggian
tersebut terdapat aliran lahar asam batuan gunung berapi, yaitu tuffa
Lampung yang meliputi sebagian besar daerah Lampung Timur dengan
tanah latosol dan podsolik. Pada wilayah Sukadana bagian atas terdapat
juga batuan yaitu basal Sukadana (Plistosen).
Pada ketinggian 50 - 500 meter terdapat bahan tuffa Lampung

yang terdiri atas endapan gunung api (Plistosen).
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2. Daerah Labuhan Maringgai merupakan daerah abrasi kuat yang telah
menggerus pantai hingga 300 meter, mulai dari Pantai Timur Lampung
Timur berlanjut hingga ke Pantai Timur Kabupaten Lampung Selatan.
Sedimen dasar perairan pantai Lampung Timur termasuk tipe backarc
basins, yaitu cekungan yang terbentuk akibat peregangan kerak benua
(continental crust), menipis, dan meretak. Sedimentasi berasal dari sungai
umumnya mengendap di muara-muara sungai. yaitu di muara Way
Seputih, Tanjung Penet, dan Way Sekampung. Sedimentasi di muara
Way Seputih mengakibatkan pertumbuhan garis pantai berbentuk cakar

ayam.

3. Geomorfologi pesisir Pantai Timur merupakan dataran dengan ketinggian
0 hingga 10 meter d.p.l. dan kemiringan lereng 0 - 3%. Batuan penyusun
didominasi oleh endapan alluvium rawa serta batu gamping terumbu. Air
tanah-dangkal di daerah ini memiliki kedalaman muka air tanah 0,5 - 4
meter di bawah muka tanah setempat. Intrusi air laut terjadi di pesisir
pantai, mulai dari Labuhan Maringgai ke arah Selatan hingga Ketapang di

Kabupaten Lampung Selatan.

4. Pantai Timur merupakan kawasan budidaya tambak udang yang luas
dengan areal vegetasi mangrove yang terbatas. Hutan rawa di Pantai
Timur sebagian besar telah dikeringkan dan dikonversi menjadi areal
sawah dan pertambakan. sehingga fungsi rawa telah berubah. Hutan rawa
air tawar merupakan ekosistem yang khas di Pantai Timur, namun
arealnya semakin sempit dan dalam kondisi kritis. Sisa paya-paya,
rumput, dan gelagah yang masih tersisa di sepanjang Way Seputih

berfungsi sebagai kolam retensi pengendali banjir.

5. Total luas lahan di Kabupaten Lampung Timur mencapai 532.503 Ha.
Dari luasan tersebut, sebanyak 56.798 Ha digunakan sebagai sawah
(13,09%); tegal seluas 92.238 Ha (21,26%); tidak diusahakan seluas 763
Ha (0,18%); perumahan 28.131 Ha (6,48%); dan lainnya 255.859 Ha
(58,98%).

2.1.9 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Kabupaten Lampung Timur memiliki kawasan lindung yang mencakup:
a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya,
terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis. Kawasan ini berada pada

ketinggian di atas 1.000 meter d.p.l. dengan kelerengan lebih dari
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40%, bercurah hujan tinggi, dan mampu meresapkan air. Termasuk
didalamnya adalah kawasan Gunung Balak.

b. Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi
keanekaragaman hayati, ekosistem dan keunikan alam. Termasuk
dalam kawasan ini adalah Taman Nasional Way Kambas.

c. Kawasan Rawan Bencana yang berpotensi tinggi mengalami banjir.
Kawasan ini terdapat pada bagian hilir sungai-sungai besar yang
sangat berpotensi dilanda banjir.

d. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melestarikan
perlindungan dari kegiatan budidaya. Fungsi ini berlaku setempat di
sempadan sungai, pantai, estuarin, sekitar mata air, dan sekitar
danau/waduk untuk melindungi kerusakan fisik setempat.

e. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap pantai dan biota
laut. Termasuk didalamnya adalah kawasan vegetasi mangrove.

f. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap cagar budaya.
Termasuk didalamnya adalah kawasan permukiman tradisional Wana,
rumah tradisional Gedong Wani, rumah tradisional warisan keratuan
Melinting di Labuhan Maringgai, dan rumah tradisional warisan
Keratuan Pugung di Jabung

g. Pulau-pulau kecil dengan luas maksimal 10 km2. termasuk di

dalamnya adalah pulau Segamat Besar dan Segamat Kecil.

2. Sesuai dengan surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
Nomor 256/Kpts-11/2000, kawasan hutan di Kabupaten Lampung Timur
ditetapkan 31% dari luas kabupaten. Berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 23/Kpts-11/2001 tentang perubahan Keputusan Menteri
Kehutanan menetapkan kelompok hutan gunung balak register 38 seluas
22.292,50 Ha sebagai kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung.
Berdasarkan SK Gubernur Lampung Nomor G/283.A/B.IX/HK/2000
ditetapkan status tanah eks areal kawasan hutan produksi yang dapat
dikonversi (HPK) menjadi areal penggunaan lain sebagai tanah negara.
Selanjutnya dalam SK Gubernur Lampung Nomor G/302/B.IX/HK/2000
ditetapkan lokasi eks areal HPK di Kabupaten Lampung Timur di 9
(sembilan) kecamatan. Kawasan HPK yang telah dilepaskan adalah
Kawasan Way Rumbia (register 8), Muara Sekampung (register 15), Way
Kibang (register 37) dan Gedong Wani (register 40).

3. Taman Nasional Way Kambas (TNWK) ditetapkan berdasarkan SK
Menhut Nomor 444/Menhut-ii/1989 seluas 130.000 Ha. Kawasan ini
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berada di Pantai Timur dan berbatasan dengan laut sepanjang 68 km dari
Way Seputih (B.TN 121) di bagian utara hingga Way Penet (B.TN 187) di
bagian Selatan. TNWK memiliki keanekaragaman flora dan fauna, namun
memperlihatkan kecenderungan adanya gangguan akibat kebakaran hutan,
perambahan hutan untuk kegiatan budidaya serta pembukaan tambak
secara ilegal. Di TNWK terdapat 4 (empat) tipe vegetasi yaitu tipe
vegetasi hutan daerah rendah, tipe vegetasi hutan rawa, tipe vegetasi hutan
mangrove, dan tipe vegetasi hutan pantai. Selain itu juga terdapat padang
alang alang yang cukup luas yang terendam air pada musim hujan dan
terbakar pada musim kemarau. Pada sebagian areal terjadi perubahan

padang alang-alang menjadi belukar.

Selain ancaman kebakaran hutan, berbagai gangguan lain terjadi di Di
TNWK seperti pencurian kayu, permukiman liar, pencurian ikan, dan
penangkapan satwa secara liar. TNWK memiliki potensi sebagai habitat
berbagai jenis fauna seperti harimau, rusa, gajah, itik liar, dan primata

lainnya.

4. Kabupaten Lampung Timur memiliki 2 (dua) Satuan Wilayah Sungai
(SWS), yakni SWS Way Sekampung yang memiliki 20 (dua puluh) sungai
dan SWS Way Seputih yang memiliki 53 (lima puluh tiga) sungai. Rasio
debit sungai pada musim penghujan dan musim kemarau umumnya
menunjukkan angka yang besar, yaitu lebih dari 50 meter kubik. Hal ini
menunjukkan terjadinya kekurangan air pada musim kemarau dan
kelebihan air pada musim penghujan yang disebabkan menurunnya fungsi
hidroorologis kawasan hutan lindung. Bahkan Way Sukadana telah
mengalami penyempitan akibat tingginya sedimentasi di daerah hulu,

sehingga secara periodik hal tersebut menyebabkan banjir di bagian hilir.

5. Pada saat ini vegetasi mangrove di Pantai Timur Kabupaten Lampung
Timur telah berkurang yang menjadi penyebab utama tejadinya abrasi di
sepanjang pantai. Vegetasi mangrove di Lampung Timur didominasi oleh
jenis api-api (Avicennia alba dan Avicennia marina) ditunjang oleh buta-
buta (Bruouiera parviffora dan Ecoecaria aoa/locha) yang ditemukan di
sekitar muara sungai. Di bagian hulu terdapat nipah (Nypa fruticans),
pedada (Sonneratia caseo/aris) dan Xylocarpus oranatum. Vegetasi
mangrove di Kabupaten Lampung Timur tersebar di kawasan Way
Kambas seluas 1.000 Ha, terkonsentrasi di sepanjang Way Kanan dan

Way Penet,
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dan didominasi jenis Rhizopora mucronata dengan kerapatan 400
batang/Ha. Ketebalan vegetasi mangrove di kawasan ini hanya sekitar 5
meter. Selain itu juga terdapat di kawasan Sriminosari, Labuhan
Maringgal, seluas 67,5 Ha membujur dari daerah Way Sekampung bagian
Selatan hingga Way Penet, yaitu di perbatasan kawasan Taman Nasional
Way Kambas. Vegetasi mangrove di kawasan ini didominasi oleh jenis
Avicennia marina dan Rhizopora mucronata dengan kerapatan 2.500
batang/Ha- 4.000 batang/Ha dan ketebalan berkisar antara 50 - 150 meter.

6. Pesisir Pantai Timur relatif landai dengan isobath 5 meter berada pada
jarak 12 km di bagian Utara dan 6 km di bagian Selatan. Tipe pasang surut
di pantai Timur Kabupaten Lampung Timur adalah tipe pasang surut

campuran dengan dominasi tunggal.

Wilayah Pantai Timur memiliki kecepatan arus rata-rata bulanan berkisar
antara 0 cm/detik - 45 cm/detik. Kecepatan maksimum terjadi pada bulan
Januari dan Februari, sedang kecepatan minimum pada bulan Maret. Arus
umumnya mengalir ke arah Selatan, kecuali pada bulan Maret mengalir ke
arah Timur Laut. Salinitas di perairan laut Lampung Timur tidak berbeda
dengan kondisi perairan sebelah Barat Daya Sumatera dan Laut Jawa,
yaitu berkisar antara 32,5 - 33,6 psu. Salinitas minimum terjadi pada bulan
Januari dan maksimum terjadi pada bulan Agustus. Pada bulan Februari

salinitas di perairan laut meningkat hingga 32,9 psu.

7. Di bagian Utara wilayah ini terdapat formasi Palembang bagian bawah
dan formasi Palembang bagian atas. Lapisan Palembang yang terdapat di
wilayah Sukadana ditandai dengan singkapan endapan tuffa masam.
Lapisan Palembang tersebut merupakan pengantar (plateau) diiringi
dengan intrusidesit yang ditutupi oleh endapan alluvium seperti pasir
vulkanis, lanau, dan lempung yang berasal dari debu gunung berapi.
Formasi geologi yang terdapat di wilayah ini antara lain adalah Oal, Os,
Oak, Obs, Opt, dan Oti. Data terakhir mengenai endapan mineral di
Kabupaten Lampung Timur belum tersedia dengan lengkap, sehingga
potensi dari endapan bahan tambang tersebut belum diketahui dengan

pasti.
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2.2 Tantangan

2.2.1 Sosial, Budaya, dan Agama

1.

Pada tahun 2025, diprediksikan jumlah penduduk Kabupaten Lampung
Timur mencapai hampir 1,2 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-
rata 1,13% per tahun dan kepadatan penduduk mencapai 218 jiwa per
Km? Tantangan yang muncul pada kondisi ini adalah: peningkatan
penyediaan berbagai fasilitas kebutuhan dasar penduduk; menciptakan
penyebaran dan pemerataan penduduk ke sentra ekonomi agar tidak
terjadi kesenjangan antarkelompok masyarakat maupun antarwilayah;
integrasi budaya dari berbagai suku; memberikan peluang kesetaraan

gender; serta mencegah kerusakan lingkungan pendukung kehidupan.

Pada bidang peningkatan kualitas SDM, tantangan yang muncul adalah
bagimana dapat meningkatkan nilai IPM sehingga mampu menduduki
peringkat 2 (dua) di Provinsi Lampung. Selain itu, diharapkan Kabupaten
Lampung Timur juga menduduki peringkat di bawah 100 kota

di Indonesia dengan nilai IPM tertinggi. Tantangan ini menuntut adanya
peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, maupun

perekonomian masyarakat.

Tantangan di bidang kesehatan adalah : penyebaran tenaga dan fasilitas
kesehatan untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan masyarakat
sampai di tingkat kecamatan; peningkatan kesadaran masyarakat akan
pentingnya kesehatan; serta posisi Kabupaten Lampung Timur yang
berada di jalur lintas timur sehingga memungkinkan penyebaran berbagai

penyakit menular.

Meningkatkan rata-rata level kesejahteraan keluarga sampai di tahapan
Keluarga Sejahtera Il,meminimalkan kelompok Keluarga Pra Sejahtera
Alasan Ekonomi (KPS Ekonomi); serta memfasilitasi pengembangan
ekonomi KPSAE.

Pada bidang pendidikan, tantangan yang muncul pada tahun 2025 adalah:
penghapusan buta huruf; peningkatan kualitas, fasilitas, dan pelayanan
pendidikan; meningkatkan rata-rata minimal pendidikan penduduk sampai
pada tingkat SLTA.
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6. Pada aspek pembangunan perempuan, tantangan yang muncul adalah
terjadinya kesetaraan gender pada berbagai aspek kehidupan masyarakat
dengan tetap memperhatikan aspek kodrat dan kewajiban wanita;
terbinanya pendidikan anak sejak usia dini. Selain itu juga
berkembangnya partisipasi pemuda dalam budaya, olahraga, serta politik;
serta peningkatan pelayanan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial bagi
masyarakat rentan, terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan

sosial (PMKS) dan pencandu napza.

7. Pada aspek pembangunan budaya, tantangan yang muncul pada 2025
adalah berkembangnya budaya daerah Kabupaten Lampung Timur yang
mampu mengadopsi dan mengadaptasi budaya masa lalu menjadi budaya
berorientasi masa depan, dengan mengakomodasi berbagai jenis dan asal
budaya daerah, sehingga mewujudkan budaya Kabupaten Lampung
Timur yang dinamis, beragam, dan multi kultur. Pada sisi lain juga
diinginkan terbentuknya ketahanan budaya daerah Lampung Timur,
sehingga masyarakat mampu mengadaptasikan  diri  terhadap
perkembangan jaman dan arus budaya global dan tidak justru terseret arus

budaya yang tidak sesuai dengan budaya lokal.

8. Pada tahun 2025 juga diinginkan terbinanya kehidupan beragama dan
keagamaan masyarakat yang kondusif, terciptanya toleransi antaragama
dan intraagama, serta berkembangnya masyarakat yang mampu menatap

masa depan dengan tetap berpegang pada masyarakat yang religius.
2.2.2 Ekonomi

1. Pada aspek ekonomi makro, tantangan yang muncul pada tahun 2025
adalah bagaimana perekonomian di Kabupaten Lampung Timur secara
makro tetap dibangun berdasarkan agribisnis dalam bidang pertanian
dalam arti luas, namun mampu mengelola sektor pertanian dari hulu
sampai hilir, dengan melibatkan aspek kerakyatan sebagai konsep dasar
dan melibatkan masyarakat secara luas; serta mendorong tumbuh dan

berkembangnya berbagai sektor lain.

2. Pada sisi investasi, diharapkan munculnya investasi langsung (direct
investment) yang lebih besar dengan bertumpu pada kegiatan ekonomi
yang berkembang di masyarakat, baik yang mendukung tumbuh dan

berkembangnya ekonomi rakyat maupun yang mengolah produk; melalui
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sistem dan pengaturan investasi yang cepat, sederhana, dengan

menambahkan sistem insentif.

3. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar diharapkan berasal
dari kegiatan ekonomi produktif, termasuk dari unit usaha yang dimiliki
daerah, untuk mendukung sumber pendapatan konvensional, sehingga

secara bertahap mampu menciptakan kemandirian daerah.

4. Tantangan untuk produksi pertanian di Kabupaten Lampung Timur adalah
mampu menghasilkan padi setara dengan 20% dari total produksi di
Provinsi Lampung; 40% jagung; dan 20% singkong. Selain itu juga
mampu menghasilkan 25% lada; 30% kelapa; dan 35% kakao. Populasi
sapi diharapkan mencapai 20% dari total populasi di Provinsi Lampung;
kerbau 17%; kambing 15%; domba 25%; babi 30%; ayam kampung 25%;
produksi telur 15%; dan produksi daging 12%. Sementara produksi hasil
perikanan laut diharapkan mampu mencapai 40% dan perikanan sungai
35%. Semua produksi ini, selain dipastikan sudah mampu menjamin
ketahanan pangan Kabupaten Lampung Timur, juga diharapkan mampu
memenuhi kebutuhan pangan di daerah lain, baik di dalam maupun di luar

provinsi.

5. Industri yang dikembangkan merupakan industri pengolah bahan mentah
yang bersumber dari agribisnis menjadi bahan setengah jadi atau bahan
jadi; dengan skala industri kecil dan menengah, serta menggunakan
teknologi menengah dan tinggi

6. Pada bidang pariwisata, tantangan yang muncul di Kabupaten Lampung
Timur adalah tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi baru, terutama yang berbasis wisata alam, wisata
agro, wisata budaya, dan wisata kuliner; peningkatan pelayanan,
keamanan, dan kenyamanan bagi wisatawan; serta penerapan prinsip
“Nemui Nyimah” dan “Nengah Nyappur” untuk pengembangan ekonomi

di bidang kepariwisataan.

7. Pada sisi pertanahan, tantangannya adalah terciptanya suatu kondisi
kepemilikan dan status lahan jelas, dengan tingkat kepemilikan yang lebih
berkeadilan melalui penerapan land reform; serta sesuai dengan fungsi
lahan yang telah diatur dalam rencana tata ruang, sehingga dapat
menjamin keberlangsungan proses produksi, ketahanan air, ketahanan
pangan, dan kelestarian lingkungan hidup
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8. Kemiskinan yang merupakan sebuah kondisi given dan multi faset sesuai

dengan situasi, kondisi, dan parameter yang berkembang pada saat itu,
diharapkan hanya akan berada pada kisaran 3-5% dari total jumlah
penduduk. Penduduk miskin tersebut akan memperoleh jaminan sosial,
terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanaan sosialnya,
namun pada saat yang sama juga memperoleh program pemberdayaan

melalui usaha ekonomi produktif.

2.2.3 llmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni

1.

Tantangan dalam bidang IPTEKS adalah bagaimana Kabupaten Lampung
Timur dapat memanfaatkan hasil riset dan pengembangan dari berbagai
lembaga penelitian dan perguruan tinggi, terutama dalam hal penerapan,
pengembangan, dan modifikasi IPTEKS yang telah disesuaikan dengan

situasi dan kondisi lapangan melalui penyediaan anggaran yang memadai.

Pengembangan seni dengan mengadopsi dan mengadaptasi karya seni
masa lalu untuk dapat dikembangkan menjadi karya seni berorientasi
masa depan, dengan mengakomodasi berbagai jenis karya seni dari

berbagai daerah,

sehingga mewujudkan budaya Kabupaten Lampung Timur yang kreatif

dan dinamis.

2.2.4 Sarana dan Prasarana

1. Pada bidang infrastruktur, tantangan yang muncul pada tahun 2025 adalah

pengembangan infrastruktur yang mampu berkembang menjadi tulang
punggung dan daya dorong bagi pembangunan sektor riil, sehingga dapat
mendukung pengembangan ketahanan pangan daerah, pengembangan
sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah secara

keseluruhan.

Bidang pengairan pada tahun 2025 diharapkan mampu menyediakan
kebutuhan air pada lahan pertanian dalam arti luas, melalui sistem
distribusi yang efisien, dan dengan nilai penyusutan 5%. Tantangan ini
memerlukan  prakondisi adanya sumber air yang lestari, sarana dan
parasarana distribusi air yang rapi, pengelolaan yang efisien, serta

melibatkan peran aktif masyarakat melalui konteks budaya.

Tantangan tahun 2025 dalam hal penyediaan dan pelayanan jalan di

Kabupaten Lampung Timur adalah panjang jalan hotmix 20%; jalan aspal

RPJPD Kabupaten Lampung Timur 21



40%; jalan lapen 20%; jalan batu 10 %; dan jalan tanah 10%. Selain itu ,

diharapkan jalan dalam kondisi 70% mantap.

4. Bidang pemukiman pada tahun 2025 diharapkan mampu menyediakan
perumahan rakyat dengan lingkungan yang sehat dan tertata sesuai dengan
tata ruang wilayah, menggunakan bahan lokal sehingga harga terjangkau,
serta memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dan fungsi

perumahan dengan ekosistem, lingkungan hidup, budaya lokal, dan seni.

5. Pada bidang perhubungan darat diharapkan pada tahun 2025 telah mampu
menyediakan sarana dan prasara yang menghubungkan dan menjangkau
semua desa di Kabupaten Lampung Timur guna distribusi barang, jasa,
dan manusia. Selain itu juga mampu menyediakan moda transportasi darat
yang memungkinkan masyarakat memilih sesuai dengan kemampuan dan

selera.

6. Pelabuhan laut Labuhan Meringgai pada tahun 2025 diharapkan dapat
berkembang menjadi pelabuhan laut internasional bidang tertentu,
sehingga mampu menjadi pintu gerbang keluar masuk barang dan jasa dari
dan ke Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung; sedangkan 3

(tiga) pelabuhan lain:

Way Penet, Kuala Seputih, dan Way Sekampung dapat berkembang

menjadi feeder dan pendukung bagi pelabuhan Labuhan Meringgai.

7. Sungai di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025 diharapkan dapat
melanjutkan peran tradisionalnya sebagai sarana angkutan sungai hamun
dalam konteks dan teknologi masa depan. Dengan demikian, selain
berfungsi sebagai sarana distribusi barang, jasa, dan manusia, sungai juga
berperan dalam penyediaan sumber air bersih, pariwisata dan

pemeliharaan ekosistem.

8. Pada tahun 2025 fasilitas komunikasi, baik melalui jaringan kabel maupun
nirkabel telah mampu menjangkau seluruh desa di Kabupaten Lampung
Timur; sedangkan pelaksanaan pemerintahan sampai di tingkat

desa/kelurahan telah berbasis teknologi informasi (e-Goverment).

9. Penyediaan listrik di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025
diharapkan telah mampu menjangkau seluruh desa di Kabupaten Lampung

Timur; pengelolaan yang efisien sehingga angka penyusutan sebesar 3-
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10.

5%; serta mampu memenuhi kebutuhan listrik untuk rumah tangga dan

industri.

Penyediaan air bersih dan sehat pada tahun 2025 telah mampu
menjangkau seluruh desa di Kabupaten Lampung Timur; dengan
pengelolaan yang efisien sehingga angka penyusutan hanya sebesar 10%.
Selain itu diharapkan juga mampu menjaga kelestarian sumber air melalui
pengelolaan sungai dengan bijaksana serta memperhatikan keseimbangan

ekosistem dan lingkungan hidup.

2.25 Politik

1.

Pada tahun 2025 dukungan masyarakat dalam pembangunan politik
ditunjukkan dengan partisipasi dalam pelaksanaan Pemilu  maupun
Pemilukada, dimana diharapkan tingkat partisipasi minimal mencapai
90%. Kualitas pelaksanaan Pemilu juga semakin baik melalui proses yang

semakin dewasa, santun, elegan, serta penggunaan teknologi informasi.

Partisipasi penduduk dalam politik dapat dilihat dari tumbuh dan
berkembangnya Non Goverment Organisation (NGO) atau yang lebih
dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM tersebut
berkembang bukan hanya dalam pengertian jumlah, namun juga dalam
pengertian kualitas dan bidang garapan yang ditangani, terutama dalam
upaya pemberdayaan masyarakat. LSM diharapkan juga akan

berkembang menjadi LSM self support dan mandiri.

2.2.6 Ketentraman dan Ketertiban

1.

2.

Konflik yang sangat mungkin muncul pada tahun 2025 adalah konflik
yang terkait dengan masalah, lingkungan, politik dan pertanahan. Dengan
demikian menjadi tantangan besar untuk bagaimana dapat mendewasakan
cara berpikir dan berpolitik masyarakat. Selain itu juga menjadi tantangan
untuk bagaimana agar bidang pertanahan dapat dikelola dengan baik,
bijak, berkeadilan, serta mempunyai kepastian hukum yang jelas,

sehingga tidak menimbulkan ekses di masa depan.

Tantangan dalam bidang keamanan dan ketertiban pada tahun 2025 adalah
berkembangnya kasus kriminal yang lebih jauh dari sekedar kasus

konvensional, namun telah berkembang ke arah cyber crime dan
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3.

trafficking. Dengan demikian aparat kepolisian dituntut untuk dapat
mengimbangi arah kejahatan dengan meningkatkan kemampuan dan

kapasitas, baik secara individu maupun secara institusional.

Tantangan lain dalam bidang keamanan dan ketertiban pada tahun 2025
adalah berkembangnya berbagai kasus narkotika dan obat-obatan
terlarang. Hal ini terjadi karena posisi Lampung Timur berada pada jalur
lintas timur dan memiliki garis pantai yang panjang dan terbuka, sehingga
memungkinkan  daerah ini sebagai jalur distribusi, bahkan sangat
dimungkinkan sebagai daerah konsumen.

2.2.7 Hukum dan Aparatur

1.

Tantangan dalam aspek hukum pada 20 tahun ke depan adalah muncul
nya produk hukum yang mempunyai kepastian tetap dan dapat menjadi
pegangan bagi semua stake holder dalam kegiatan keseharian; akses dan
pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau; berkeadilan, serta

fair.

2. Tantangan penyediaan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung

Timur pada tahun 2025 adalah adanya aparatur yang efisien, bersifat
enterpreneurship, dinamis, serta tanggap terhadap situasi dan
perkembangan lingkungan. Aparatur itu diharapkan telah memiliki ciri
“miskin struktur kaya fungsi” yang ditandai dengan jumlah yang tidak
terlalu besar dan mempunyai skill tinggi, didukung dengan peralatan
berbasis teknologi informasi, terbebas dari konflik kepentingan dalam
ranah politik, serta mempunyai mekanisme pengawasan, renumerasi,

reward and punishment yang terukur dan terbuka.

Selain aparat yang efisien, maka tantangan dalam penyediaan aparat
dalam periode 20 tahun ke depan adalah adanya kebijakan umum yang
mengarah ke good and clean goverment, serta penggunaan mekanisme fit
and proper test sebagai proses standar dalam penetapan dan pengangkatan

pejabat publik.

Pada sisi administrasi pemerintahan, kecamatan dan desa di Kabupaten
Lampung Timur pada masa depan masih dimungkinkan untuk dimekarkan
lebih lanjut. Dengan demikian tantangan yang muncul adalah bagaimana
agar pemekaran wilayah tersebut proporsional dengan potensi dan
kemampuan wilayah serta sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,
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dengan harapan bahwa hasil pemekaran tersebut maka pelayanan kepada

masyarakat menjadi lebih efisien dan bermutu.

2.2.8 Wilayah Tata Ruang

1.

Tantangan dalam upaya mempertahankan potensi dan tata ruang wilayah
di Kabupaten Lampung Timur terutama akan terkait dengan adanya
perubahan iklim, yang secara langsung maupun tidak langsung akan
berpengaruh terhadap garis pantai, abrasi pantai, intrusi air laut,
keberadaan pulau kecil dan terluar, alih fungsi lahan, ketahanan air,
ketahanan pangan, serta kondisi lingkungan hidup dan ekosistem secara

keseluruhan.

Tantangan lain di kawasan Pantai Timur adalah pembentukan “Green
belt” yang mampu menyangga kawasan budidaya tambak udang dari
garis pantai, sehingga terjadi keseimbangan dinamis antara aspek
ekonomi melalui produksi udang dengan aspek lingkungan hidup.
Pembentukan ”Green belt” akan meningkatkan nilai tawar dari produk

udang Kabupaten Lampung Timur.

3. Pada aspek tata ruang, tantangan utama adalah komitmen dari seluruh

stake holder untuk dapat secara konsisten mengimplementasikan regulasi
tata ruang yang telah terbentuk melalui penciptaan mekanisme reward and

punishment serta insentif dan disinsentif.

Pada sisi penguasaan lahan, tantangan yang muncul adalah bagaimana
agar tidak terjadi sentralisasi penguasaan lahan pada suatu pihak tertentu
saja, namun terdistribusi melalui proses land reform yang lebih

berkeadilan dan lebih mempunyai kepastian hukum.

2.2.9 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1.

Tantangan Kabupaten Lampung Timur dalam bidang SDA dan
lingkungan hidup pada tahun 2025 adalah mengelola, melindungi, dan
melestarikan berbagai kawasan lindung sehingga dapat berperan optimal
dalam peresapan air; melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan
keunikan alam; melestarikan kegiatan budidaya, serta memberikan

perlindungan terhadap cagar budaya.

Pada bidang kehutanan, tantangannya adalah bagaimana Kabupaten

Lampung Timur pada tahun 2025 mampu mempertahankan luas hutan
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yang ada saat ini. Selain itu, mengoptimalkan penggunaan produksi hutan

yang berasal dari hutan kemasyarakatan.

3. Taman Nasional Way Kambas (TNWK) mempunyai tantangan untuk
tetap mampu mempertahankan fungsi kawasan lindung, resapan air, taman
keanekaragaman hayati, namun pada sisi lain juga berperan sebagai

kawasan wisata alam.

4. Tantangan Satuan Wilayah Sungai (SWS) Kabupaten Lampung Timur
pada 20 tahun ke depan adalah menjaga tingkat sedimentasi mulai dari
daerah hulu sampai hilir dengan mempertahankan fungsi hidroorologis
kawasan hutan lindung; mengupayakan pengelolaan sungai secara optimal
sebagai sarana transportasi barang, jasa, dan manusia, serta meningkatkan

peran sungai sebagai kawasan wisata.

5. Vegetasi mangrove di Pantai Timur Kabupaten Lampung Timur pada 20
tahun ke depan diharapkan tumbuh dan berkembang menjadi ’green belt”
yang mampu berperan sebagai penyangga kawasan produksi perikanan di
belakangnya; menjaga keanekaragaman hayati dan biota pantai; serta

memberikan peran ekonomis bagi kehiudpan masyarakat pesisir.

6. Berkaitan dengan endapan mineral dan migas, tantangan ke depan adalah
adanya studi dan penggalian informasi akurat sehingga dapat dengan jelas
dipetakan potensi dan kapasitas produksi setiap jenis endapan; serta
pengelolaannya secara bijaksana dan memperhatikan keseimbangan antara
kepentingan ekonomi dengan ekosistem dan lingkungan hidup, sehingga
dapat mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  (sustainable

development).
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BAB Il
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 2005 - 2025

3.1 Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan. Visi juga
merupakan kondisi ideal yang menjadi tujuan atau keinginan yang telah disepakati
untuk diwujudkan oleh seluruh stake hoders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri.
Umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stake holders agar dapat
turut berperan aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk
menggerakkan seluruh kemampuan yang dipunyai oleh stake holders untuk secara
bersama dan sinergis membangun daerah.

Masyarakat Kabupaten Lampung Timur berkehendak untuk menjadikan visi
pembangunan yang telah disusun dapat digunakan sebagai inspirasi, peta jalan atau
langkah strategis, pengumpulan energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas
diri masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif
ataupun secara kompetitif.

Visi pembangunan yang telah disusun merupakan kondisi akhir daerah yang
dikehendaki oleh seluruh stakeholders sampai tahun 2025. Oleh karenanya penting
sekali menjadikan visi Kabupaten Lampung Timur menjadi visi bersama (shared
vision). Berdasarkan potensi wilayah, tantangan yang dihadapi sampai tahun 2025,
serta mengacu pada Visi Provinsi Lampung 2005-2025 dan Visi Nasional Tahun
2005-2025; maka Visi Kabupaten Lampung Timur 2005-2025 adalah :

“LAMPUNG TIMUR SEJAHTERA BERDAYA SAING,
RELIGIUS, DAN BERKELANJUTAN”

1. Sejahtera

Sejahtera  mempunyai konotasi whealthy atau prosperous. Masyarakat
sejahtera adalah masyarakat yang makmur dilihat dari perekonomian, sains dan
teknologi, pendidikan, kesehatan dan civilization (politik dan hukum) yang maju
dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Kesejahteraan masyarakat umumnya
ditandai dengan : jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan dan angka harapan

hidup tinggi, serta memiliki kualitas pelayanan sosial baik.
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Masyarakat sejahtera terjamin haknya dan memiliki kesempatan sama untuk
meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan
sosial, memiliki kesetaraan gender, serta terlayani kebutuhan dasar yang lain.
Masyarakat memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban.
Masyarakat sejahtera umumnya berkehidupan religius dan bermoral tinggi, rukun,
harmonis, berbudaya, berkesenian, dan berolahraga.

Kemakmuran akan terjadi ketika keswasembadaan atau kemandirian dalam
berbagai kebutuhan kehidupan dan pembangunan tercapai. Swasembada pangan,
pertanian non pangan, energi, dan produk teknologi mengurangi ketergantungan
terhadap sumber dari luar negeri. Keswasembadaan dapat dicapai sejatinya dengan
memanfaatkan keunggulan secara optimal. Swasembada harus menjadi fokus
perhatian untuk mengurangi ketergantungan dan kerawanan serta menciptakan daya
tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi dunia. Selain swasembada,
kemakmuran akan terwujud ditentukan oleh kepastian hukum, etika politik luhur
yang menjunjung tinggi budaya demokrasi, ketentraman dan ketertiban, budaya kerja
keras masyarakat. Perekonomian di Lampung Timur didukung oleh sektor-sektor
ekonomi yang menjadi sektor basis ekonomi yang merupakan sektor ekonomi
unggulan di Lampung Timur adalah sektor pertanian, industri dan perdagangan yang
didukung oleh infrastruktur yang memadai. Proses produksi didukung oleh penerapan
sains dan teknologi yang kental. Tingkat pendapatan masyarakat tinggi dengan
pembagian yang lebih adil dan merata. Tingkat pendidikan rata-rata tinggi dan
merata, yang tercermin dari tingkat partisipasi pendidikan, tingkat pendidikan
terendah, dan jumlah tenaga ahli atau profesional yang dihasilkan. Tingkat kesehatan
tinggi dan merata dilihat dari derajat kesehatan dan angka harapan hidup tinggi.
Masyarakat Lampung Timur yang sejahtera adalah masyarakat yang civilized, yang
memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, serta
berkehidupan demokratis, tidak diskriminatif dalam bentuk apapun, menggunakan
hak politik, kesamaan di depan hukum, bebas berpendapat, beretika, disiplin, tertib,
dan menjunjung tinggi hak azasi manusia (HAM).

2. Berdaya Saing

Unsur kedua dalam Visi Lampung Timur adalah Berdaya Saing. Daya
artinya ‘“kemampuan, dan atau kekuatan”. Jadi berdaya saing adalah suatu
kemampuan yang dimiliki berdasarkan kekuatan potensi yang ada untuk dapat
bersaing dan memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Daya
saing ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung
berkualitas tinggi, pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi, kualitas SDM,

serta jajaran birokrasi yang visioner.
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Infrastruktur yang baik akan memangkas biaya operasional usaha sehingga
usaha menjadi lebih efisien dan kompetitif. Sedangkan pemanfaatan teknologi akan
mempermudah proses produksi, sehingga akan mampu dihasilkan produk berkualitas
baik dengan harga kompetitif, sehingga dapat dengan mudah diserap oleh pasar.
Sementara itu SDM akan sangat menentukan daya saing daerah melalui penyediaan
tenaga kerja berkualitas dengan skill tinggi. Sedangkan kualitas birokrasi visioner
akan berindikasi pada kemampuan manajemen pemerintahan dengan mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik. Birokrasi pemerintahan daerah yang baik akan
mampu menyediakan pembiayaan pembangunan dari hasil pengembangan ekonomi

daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.

3. Religius

Unsur ketiga yang terkandung dalam Visi Lampung Timur adalah Religius.
Religius memiliki kata dasar religi, religi berasal dari bahasa Latin religio dan
berakar pada kata kerja re-ligare yang berarti "mengikat kembali”. Maksudnya
dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Dasar atau landasan
kehidupan religius adalah iman dan takwa. Negara kesatuan yang berbentuk republik
ini telah cukup dikenal sebagai masyarakat relegius walaupun seiring itu moralnya
masih perlu dibangun dalam kesadaran tinggi kaitannya sebagai makhluk beragama
(Human relegious). Sebab masih dijumpai kemerosotan moral dalam beberapa aspek
kehidupan yang berakibat memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat. Oleh
karena itu dalam segala aspek kehidupan di Lampung Timur secara tegas berazaskan
Pancasila terutama sila pertama yang merupakan soal terpenting dalam kehidupan
manusia; yakni rasa Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai dari sila ini begitu jelas
menggambarkan adanya hubungan erat dan mendalam antara manusia dengan Tuhan
dalam segala kiprah dan karyanya dalam kehidupan. Artinya masyarakat Indonesia
khususnya masyarakat Lampung Timur seyogyanya selalu mengaitkan segala
perbuatan, Kiprah, karya dan hasil baktinya dalam konteks hubungan khalik (pencipta
hidup) dan makhluk (penikmat hidup) yang dilandasi rasa ikhlas, tulus dan syukur.
Inilah maksud dan kandungan dari sila pertama Pancasila yang secara verbal
menerangkan bahwa masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Lampung Timur
itu pasti beragama dalam arti Berketuhanan Yang Maha Esa. Tentunya segala
tindakan-tindakan masyarakat Lampung Timur seyogyanya mengindahkan nilai etika
relegiusitas yang terkandung dalam agama masing-masing yang telah dijembatani
oleh sila pertama itu, apakah masyarakat itu beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu,
Budha, Konghucu, Aliran Kkepercayaan dan lain-lain karena semua agama

mengajarkan kebaikan dan kebajikan.
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3. Berkelanjutan

Unsur keempat dari Visi Lampung Timur adalah Berkelanjutan.
Berkelanjutan di sini dimaksudkan bahwa pembangunan Lampung Timur bersifat
pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses
pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi
kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi pada masa
depan™ (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987). Pembangunan berkelanjutan
adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, sustainable development. Salah satu faktor
yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana
memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan
ekonomi dan keadilan sosial. Pada KTT Dunia tahun 2005 menjabarkan bahwa
pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama yaitu ekonomi, sosial, dan
lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat. Untuk sebagian orang,
pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan
bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa
menghabiskan modal alam. Tetapi perlu diingat bahwa konsep “pertumbuhan
ekonomi™ itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya alam itu sendiri terbatas yaitu
keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya
alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu

diperlukannya pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana.

3.2 Misi

Misi adalah upaya yang harus dilakukan oleh organisasi secara terencana
dalam rangka mewujudkan Visi. Misi Kabupaten Lampung Timur dalam rangka
mewujudkan Visi Lampung Timur (2005 — 2025) adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten LampungTimur

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
meningkatkan pembangunan daerah dengan mengurangi kesenjangan sosial
antarmasyarakat. Pengurangan kesenjangan sosial diarahkan pada peningkatan
pendapatan per kapita masyarakat dan distribusi pendapatan yang merata serta
kesempatan kerja yang sama sehingga dapat mengurangi penduduk miskin di
Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut dilakukan melalui pemberian akses yang
adil kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Timur terhadap berbagai
pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi tanpa ada diskriminasi dalam
bentuk apapun. Dengan upaya membangun, mengembangkan dan memperkuat
perekonomian Lampung Timur dengan mengembangkan potensi dan keunggulan

yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global.
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Ekonomi berbasis agro terus dipertahankan dan diperkuat, kemudian
ditranformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis

teknologi yang berdaya saing.

2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) Kabupaten
Lampung Timur secara mantap dan harmonis berlandaskan tata peraturan
pemerintahan yang berlaku

Misi ini dimaksudkan untuk meletakkan dasar yang kuat bagi pelaksanaan
pembangunan Kabupaten Lampung Timur dalam jangka panjang melalui transparansi
pemerintahan yang didukung oleh akuntabilitas dan profesionalitas personil serta
efesiensi dan efektifitas kelembagaan. Melalui dasar tata kelola pemerintahan yang
baik dan berkeadilan akan mendorong pelaksanaan pembangunan yang sinergis,
terpadu, dan harmonis sehingga berdampak pada peningkatan fungsi pelayanan
pemerintah dalam mewujudukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung

Timur secara otonom.

3. Mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung pembangunan
daerah dan nasional
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas cakupan
pelayanan prasarana dan sarana daerah melingkupi transportasi, pengairan, energi
listrik, dan telekomunikasi. Perwujudan misi ini sebagai bagian yang tidak dapat
dipisahkan bagi upaya perwujudan daya saing Kabupaten Lampung Timur khususnya
dan serta daya saing Provinsi Lampung dan nasional pada umumnya melalui

pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

4. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan

Misi ini adalah upaya memperkuat daya saing sumber daya manusia (SDM)
dengan melaksanakan pendidikan berkualitas disemua jalur, jenis, dan jenjang.
Peningkatan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan IPTEKS diprioritaskan pada
semua sektor pembangunan. Pengembangan SDM berkualitas harus didukung oleh

peningkatan pelayanan kesehatan dan keolahragaan.

5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mendukung
penegakan surpremasi hukum.
Misi ini ditujukan untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Kabupaten
dalam mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui
penegakan hukum yang dimotori oleh aparat penegak hukum yang adil, bersih dan

berwibawa serta didukung oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan misi ini akan
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memberikan rasa aman bagi seluruh warga masyarakat dan sebagai bagian dari

perwujudan Indonesia yang aman, damai dan bersatu.

6. Membangun masyarakat Religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta
melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.

Misi ini merupakan upaya dalam memperkuat keimanan dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pendidikan agama disemua lapisan
masyarakat. Peningkatan pelayanan keagamaan secara luas untuk meningkatan
kualitas pribadi dari masyarakat dengan menjunjung tinggi toleransi antar umat
beragama perlu diperkuat karakter atau jati diri masyarakat yang mengaktualisasikan
budi pekerti luhur dan nilai-nilai luhur budaya daerah serta mampu berinteraksi antar

budaya.

7. Mengoptimalkan sumberdaya alam daerah berbasiskan pada keberlanjutan
dan kelestarian lingkungan hidup.

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam
(lahan, air, hutan, dan mineral) secara keberlanjutan sehingga seluruh aktivitas
pembangunan tidak berdampak negatif pada kelestarian dan keasrian lingkungan
hidup. Destruktivitas lingkungan pada akhirnya akan berpengaruh pada kualitas
lingkungan yang tidak sehat dan dapat menurunkan daya dukung lingkungan yang
menopang hajat hidup seluruh masyarakat dalam jangka panjang. Perwujudan misi
ini akan sangat tergantung dari komitmen politik yang dituangkan dalam bentuk
peraturan yang mengikat serta peranserta seluruh masyarakat yang ada sehingga
keterpaduan seluruh sektor merupakan prasyarat bagi lingkungan yang asri dan

lestari.
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BAB IV

ARAH, SASARAN, DAN TAHAPAN RPJP KABUPATEN

LAMPUNG TIMUR TAHUN 2005-2025.

4.1 Arah Pembangunan Jangka Panjang

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025

bertujuan mewujudkan masyarakat Lampung Timur sejahtera, berketuhanan, dan

berwawasan lingkungan, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya

menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah

pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur sampai tahun 2025 pada

setiap misi adalah sebagai berikut :

1. Arah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera

1.

Menyediakan berbagai fasilitas kebutuhan dasar penduduk, menciptakan
penyebaran dan pemerataan penduduk ke berbagai sentra ekonomi,
integrasi budaya dari berbagai suku, memfasilitasi pengembangan
ekonomi Keluarga Pra Sejahtera Alasan Ekonomi (KPSAE), dan

mencegah kerusakan lingkungan pendukung kehidupan.

Menyebarkan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sampai di tingkat
desa, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan,

mencegah penyebaran penyakit menular.

Penghapusan buta huruf; peningkatan kualitas, fasilitas, dan pelayanan
pendidikan; meningkatkan pendidikan minimal penduduk sampai pada
tingkat SLTA.

Menciptakan kesetaraan gender, pembinaan pendidikan anak sejak usia
dini, peningkatan partisipasi pemuda dalam budaya, olahraga, politik,

serta pelayanan dan perlindungan sosial.

Membangun ekonomi makro berbasis pertanian dan agribisnis dengan
melibatkan aspek kerakyatan sebagai konsep dasar; serta mendorong

tumbuh dan berkembangnya berbagai sektor lain.

Mengkondisikan munculnya investasi langsung yang bertumpu pada
kegiatan ekonomi yang berkembang di masyarakat, melalui sistem dan
pengaturan investasi yang kondusif dan menarik.
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7. Mengembangkan sumber komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru
untuk mendukung sumber pendapatan konvensional, sehingga secara

bertahap mampu menciptakan kemandirian daerah.

8. Menekan angka kemiskinan, mengembangkan jaminan sosial untuk orang
miskin, dan mengembangkan program pemberdayaan melalui usaha

ekonomi produktif.

9. Mengembangkan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru,
terutama yang berbasis wisata alam, wisata agro, wisata budaya, dan
wisata kuliner; peningkatan pelayanan, keamanan, dan kenyamanan bagi
wisatawan; serta penerapan prinsip “Nemui Nyimah” dan “Nengah

Nyappur” untuk pengembangan ekonomi di bidang kepariwisataan.

10. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian guna menjamin sektor
pertanian sebagai komponen penyusun PDRB yang mantap, menjamin
ketahanan pangan daerah, serta memasarkan produk pertanian ke luar

daerah.

11. Mengembangkan industri agribisnis skala kecil dan menengah yang
mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi;
dengan mengembangkan dan menggunakan teknologi menengah dan

teknologi tinggi.

2. Arah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance)
Kabupaten Lampung Timur secara mantap dan harmonis berlandaskan

tata peraturan pemerintahan yang berlaku

1. Mendorong dan menjaga partisipasi politik masyarakat, meningkatkan
kualitas pelaksanaan Pemilu melalui proses yang semakin dewasa, santun,
elegan, serta penggunaan teknologi informasi.

2. Menumbuhkembangkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta mendorong tumbuhnya
LSM yang self support dan mandiri.

3. Menyediakan Aparatur Pemerintah Daerah yang efisien, bersifat
enterpreneurship, dinamis, tanggap terhadap situasi dan perkembangan
lingkungan, mempunyai skill tinggi, didukung dengan peralatan berbasis
teknologi informasi, terbebas dari konflik kepentingan dalam ranah
politik, serta mempunyai mekanisme pengawasan, renumerasi, reward

and punishment yang terukur dan terbuka.

RPJPD Kabupaten Lampung Timur 34



4.

Menyusun kebijakan umum yang mengarah ke good and clean goverment,
serta penggunaan mekanisme fit and proper test sebagai proses standar
dalam penetapan dan pengangkatan pejabat publik.

Mengembangkan administrasi pemerintahan secara proporsional sesuai
dengan potensi, kemampuan wilayah, serta sesuai dengan kebutuhan riil di

lapangan.

3. Arah untuk mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung

pembangunan daerah dan nasional

1.

Mengembangkan infrastruktur yang mampu tumbuh menjadi tulang
punggung dan daya dorong bagi pembangunan sektor riil, sehingga dapat
mendukung pengembangan ketahanan pangan daerah, pengembangan
sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah secara
keseluruhan.

Menyediakan kebutuhan air untuk lahan pertanian melalui sistem
pengelolaan dan distribusi yang efisien, menjaga kelestarian sumber air,
serta melibatkan peran aktif masyarakat melalui konteks budaya.
Menyediakan pelayanan dan fasilitas jalan yang berkualitas serta
membuka semua akses jalan sampai di tingkat pedesaan untuk mendukung
pengembangan ekonomi daerah.

Tersedianya perumahan bagi rakyat dengan lingkungan yang sehat dan
tertata sesuai dengan tata ruang wilayah, mempergunakan bahan lokal,
serta memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dan fungsi
perumahan dengan ekosistem, lingkungan hidup, budaya, dan seni.
Menyediakan sarana dan prasara perhubungan darat yang menjangkau
semua desa, serta tersedianya moda transportasi darat yang
memungkinkan masyarakat memilih sesuai dengan kemampuan.
Mengembangkan pelabuhan Labuhan Meringgai sebagai pelabuhan
internasional, mengembangkan pelabuhan Way Penet, Kuala Seputih, dan
Way Sekampung sebagai feeder dan pendukung.

Mengembangkan sungai sebagai sarana angkutan sungai berteknologi
masa depan, dan mengembangkan sungai sebagai sumber penyediaan air
bersih, pariwisata, serta pemeliharaan ekosistem.

Mengembangkan fasilitas komunikasi melalui jaringan kabel dan nirkabel
yang mampu menjangkau seluruh desa; serta menggunakan teknologi
informasi dalam pelaksanaan pemerintahan sampai di tingkat kecamatan

dan desa.
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9. Menyediakan listrik yang mampu menjangkau seluruh desa melalui
pengelolaan yang efisien; untuk memenuhi kebutuhan dasar listrik rumah
tangga dan industri.

10. Menyediakan air bersih dan sehat yang mampu menjangkau seluruh desa
dengan pengelolaan yang efisien, menjaga kelestarian sumber air melalui
pengelolaan sungai dengan bijaksana serta memperhatikan keseimbangan

ekosistem dan lingkungan hidup.

4. Arah untuk mewujudkan pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan

1. Meningkatkan Kualitas tenaga kerja kompetitif dalam persaingan
nasional dan global, serta hak memperoleh perlindungan dan tingkat
kesejahteraan tinggi.

2. Meningkatkan Kualitas SDM masyarakat Lampung Timurt, ditandai oleh
IPM dan IPG yang tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat rata-rata tinggi
dan merata.

3. Mengembangkan Budaya dan prestasi olahraga masyarakat Lampung
Timur agar lebih meningkat meningkat.

4. Meningkatkan Peran serta dan pengurusutamaan gender dalam
pembangunan, baik kuantitas maupun kualitas.

5. Memanfaatkan hasil riset dan pengembangan dari berbagai lembaga
penelitian dan perguruan tinggi, mengembangkan dan memodifikasi
IPTEKS yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan

melalui penyediaan anggaran yang memadai.

6. Mendorong dan mengembangkan Penguasaan IPTEKS semakin tinggi

untuk kesejahteraan masyarakat.

7. Meningkatkan dan mengembangkan Instrumen jaminan pangan untuk tiap

rumah tangga yang aman dan kualitas gizi yang memadai.

8. Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat rata-rata tinggi, ditandai oleh

angka harapan hidup yang tinggi.

9. Meningkatkan Instrumen jaminan kesehatan untuk keluarga miskin

tersedia memadai.

5. Arah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta
mendukung penegakan supremasi hukum
1. Mendorong pendewasaan cara berpikir masyarakat, serta mengelola

pertanahan dengan baik, bijak, berkeadilan, serta mempunyai kepastian
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hukum yang jelas, sehingga tidak menimbulkan ekses di masa depan.
Mengantisipasi perkembangan kriminal masa depan, dan mengimbangi
arah dan kemajuan kejahatan melalui peningkatan kemampuan serta
kapasitas kepolisian, baik secara individu maupun secara institusional.
Mengantisipasi perkembangan dan penyebaran kasus narkotika dan obat-
obatan terlarang.

Menghasilkan produk hukum yang mempunyai kepastian tetap dan dapat
menjadi pegangan bagi semua stakeholder dalam kegiatan keseharian;
akses dan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau;

berkeadilan, serta fair.

6. Arah untuk mewujudkan masyarakat yang religius, berbudi luhur, dan

berbudaya, serta mampu melestarikan dan mengembangkan budaya

daerah.

1.

Membangun masyarakat yang bermoral tinggi, yang dicirikan oleh sifat
dan perilaku masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, harmonis dan

dinamis.

Membina kehidupan keagamaan masyarakat yang kondusif untuk
mengembangkan masyarakat yang mampu menatap masa depan depan

dengan tetap berpegang pada masyarakat yang religius.

Mengembangkan seni dengan mengadopsi dan mengadaptasi karya seni
masa lalu untuk dapat dikembangkan menjadi karya seni berorientasi masa
depan, dengan mengakomodasi berbagai jenis karya seni dari berbagai
daerah, sehingga mewujudkan budaya Kabupaten Lampung Timur yang

kreatif dan dinamis.

Mengembangkan budaya daerah yang mampu mengadopsi dan
mengadaptasi budaya masa lalu menjadi budaya berorientasi masa depan,
dengan mengakomodasi berbagai jenis dan asal budaya daerah, guna
mewujudkan budaya daerah yang dinamis, beragam, dan multi kultur,

serta membangun ketahanan budaya daerah.

Melestarikan tradisi, tata nilai, dan seni daerah terinventarisasi sebagai

cagar budaya daerah.

7. Arah untuk mengoptimalkan sumberdaya alam daerah berbasiskan pada

keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

1.

Menciptakan kondisi kepemilikan dan status lahan yang jelas, penerapan
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land reform, penggunaan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang,
menjamin keberlangsungan proses produksi, ketahanan air, ketahanan
pangan, dan kelestarian lingkungan hidup.

2. Mengantisipasi perubahan iklim, mencegah alih fungsi lahan, menjaga
ketahanan air dan ketahanan pangan, serta kondisi lingkungan hidup dan
ekosistem secara keseluruhan.

3. Pembentukan ”Green belt” yang mampu menyangga kawasan Danau way
jepara, sehingga terjadi keseimbangan dinamis antara aspek ekonomi
dengan aspek lingkungan hidup.

4. Implementasi secara konsisten regulasi tata ruang yang telah terbentuk
melalui penciptaan mekanisme reward and punishment.

5. Pengaturan agar tidak terjadi sentralisasi penguasaan lahan pada suatu
pihak tertentu, namun terdistribusi melalui proses land reform yang lebih
berkeadilan dan lebih mempunyai kepastian hukum.

6. Mengelola, melindungi, dan melestarikan berbagai kawasan lindung untuk
peresapan air; melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan
keunikan alam; melestarikan kegiatan budidaya, serta memberikan
perlindungan terhadap cagar budaya.

7. Mempertahankan luas hutan dan mengoptimalkan produksi hutan yang
berasal dari hutan kemasyarakatan dan hasil hutan non kayu.

8. Mempertahankan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) sebagai
kawasan lindung, resapan air, taman keanekaragaman hayati, namun pada
sisi lain juga berperan sebagai kawasan wisata alam.

9. Menjaga tingkat sedimentasi Satuan Wilayah Sungai (SWS) mulai dari
daerah hulu sampai hilir dengan mempertahankan fungsi hidroorologis
kawasan hutan lindung; mengupayakan pengelolaan sungai secara
optimal, serta meningkatkan peran sungai sebagai kawasan wisata.

10. Tumbuh dan berkembangnya kawasan vegetasi mangrove di Pantai
Timur sebagai ”green belt” yang mampu berperan sebagai penyangga
kawasan produksi belakangnya; menjaga keanekaragaman hayati, dan
biota pantai; serta memberikan peran ekonomis bagi kehidupan
masyarakat pesisir.

11. Penggalian informasi akurat mengenai endapan geologi agar dapat d
dipetakan potensi dan kapasitas produksi setiap jenis endapan; serta
mengelolanya dengan bijaksana dan memperhatikan keseimbangan antara

kepentingan ekonomi dengan ekosistem dan lingkungan hidup.
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4.2 Sasaran Pembangunan Jangka Panjang

Sasaran Pembangunan Jangka Panjang sebagai implementasi visi dan misi

Kabupaten Lampung Timur disusun dalam 4 (empat) tahapan sesuai dengan periode

dalam RPJMD. Sasaran pembangunan pada periode lima tahunan adalah sebagai

berikut :

4.2.1 Sasaran Pembangunan Lima Tahun Pertama

Misi | : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Penyusunan rancangan Perda tentang Tata Ruang.

Rehabilitasi dan optimalisasi sarana dan pelayanan kesehatan.
Rehabilitasi dan optimalisasi sarana dan pelayanan pendidikan.
Rehabilitasi dan optimalisasi sarana dan pelayanan pariwisata.
Perancangan dan pengembangan Jaminan Sosial Kemiskinan.
Perancangan dan pengembangan perlindungan wanita dan anak.
Perancangan dan pengembangan pemuda dan olahraga.
Peningkatan kualitas permukiman.

Pengembangan Program Revitalisasisi Pertanian.

10) Pengembangan Program Pendanaan Agribisnis.

11) Rehabilitasi dan optimalisasi infrastruktur pertanian.

12) Pengembangan wisata Agribisnis.

13) Rehabilitasi dan optimalisasi sentra perdagangan dan jasa.

14) Pengembangan skema perkreditan rakyat.

15) Rehabilitasi dan optimalisasi industri hasil pertanian.

Misi 11

1)

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance)
Kabupaten Lampung Timur secara mantap dan harmonis

berlandaskan tata peraturan pemerintahan yang berlaku

Mendorong partisipasi politik masyarakat dan meningkatkan kualitas

pelaksanaan Pemilukada.

2)

3)
4)
5)

Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat melalui Lembaga Swadaya
Masyarakat.

Menyediakan Aparatur Pemerintah Daerah pada semua lini pemerintahan.
Mengembangkan mekanisme pengawasan yang terukur dan terbuka.

Mengembangkan kebijakan umum yang mengarah ke good and clean

goverment.
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6) Mengembangkan administrasi pemerintahan sesuai dengan potensi,

kemampuan wilayah, dan kebutuhan riil di lapangan.

Misi 11l :  Mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung

pembangunan daerah dan nasional

1) Rehabilitasi dan optimalisasi sarana dan infrastruktur perhubungan darat,
sungai, dan laut.

2) Rehabilitasi dan optimalisasi sarana dan infrastruktur  sosial
kemasyarakatan.

3) Perencanaan dan pengembangan sarana pelabuhan sungai dan laut.

4) Perencanaan dan pengembangan fasilitas komunikasi.

5) Perencanaan dan pengembangan fasilitas listrik untuk pengembangan listrik
rumah tangga dan industri.

6) Rehabilitasi dan optimalisasi sarana air bersih.

Misi 1V : Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan
1) Perencanaan pembangunan sarana pendidikan formal dan non formal.
2) Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana pendidikan yang rusak.
3) Pelatihan dan studi banding bagi tenaga pengajar yang berkualitas.
4) Inventarisasi dan optimalisasi hasil riset dan pengembangan dari
berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi.
5) Pencanagan program pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
yang terjangkau dan bermutu.
6) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Misi V : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta

mendukung penegakan surpremasi hukum.

1) Pengembangan kebijakan pertanahan yang berkeadilan dan mempunyai
kepastian hukum.

2) Antisipasi perkembangan kriminal masa depan, penyebaran narkotika dan
obat-obatan terlarang.

3) Pengembangan produk hukum yang mempunyai kepastian tetap dan dapat
menjadi pegangan bagi semua stake holder.

4) Mengadopsi perubahan peraturan-peraturan dalam regulasi otonomi daerah

dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur.
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Misi V

1)
2)
3)
4)

5)
Misi VI
1
2)
3)
4)
5)

6)
7)

I : Membangun masyarakat Religius, berbudi luhur, dan berbudaya,
serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah

Rehabilitasi sarana-sarana peribadatan umat beragama.

Pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat.

Pembinaan karakter dan jati diri masyarakat.

Inventarisasi dan pelestarian berbagai ragam budaya dan seni daerah dari

berbagai sub etnis.

Pembinaan kehidupan sosial masyarakat yang multi etnis.

I : Mengoptimalkan sumberdaya alam daerah berbasiskan pada

keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup

Menciptakan kondisi pengelolaan dan penggunaan lahan yang sesuai dengan
peruntukan dan rencana tata ruang.

Antisipasi perubahan iklim, mencegah alih fungsi lahan, menjaga ketahanan
air, ketahanan pangan, dan kondisi lingkungan hidup.

Perlindungan berbagai kawasan lindung dan cagar budaya.
Mempertahankan luas hutan.

Rehabilitasi dan optimalisasi sumber air dan sungai.

Pengembangan perekonomian kawasan pesisir.

Pengembangan dan penggalian informasi endapan geologi.

4.2.2 Sasaran Pembangunan Lima Tahun Kedua

Misi | : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Pengembangan Wilayah berdasarkan Perda Tata Ruang.

Peningkatan kuantitas sarana dan pelayanan kesehatan.

Peningkatan kuantitas sarana dan pelayanan pendidikan.

Penyusunan kebijakan pengembangan dan penambahan kuantitas UMKM.
Inventarisasi dan Penggalian sumber PAD non konvensional.

Peningkatan kuantitas sarana dan pelayanan pariwisata.

Pengembangan Jaminan Sosial Kemiskinan.

Pengembangan perlindungan wanita dan anak.

Pengembangan pemuda dan olahraga.

10) Peningkatan kualitas dan kuantitas permukiman.

11) Akselerasi Program Revitalisasisi Pertanian.

12) Peningkatan kuantitas Program Pendanaan Agribisnis.

13) Pengembangan dan penambahan kuantitas infrastruktur pertanian.

14) Pengembangan Terminal Agribisnis.
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15) Pengembangan sentra perdagangan dan jasa baru.
16) Peningkatan kuantitas perkreditan rakyat.
17) Akselerasi pengembangan industri hasil pertanian.

Misi Il : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance)
Kabupaten Lampung Timur secara mantap dan harmonis

berlandaskan tata peraturan pemerintahan yang berlaku

1) Menjaga partisipasi politik masyarakat,

2) Meningkatkan kualitas Pilkada melalui penggunaan teknologi informasi.

3) Mendorong pertumbuhan Lembaga Swadaya Masyarakat Mandiri.

4) Meningkatkan kualitas Aparatur Pemerintah Daerah pada semua lini
pemerintahan

5) Mengembangkan mekanisme pengawasan dan renumerasi yang terukur
dan terbuka.

6) Meningkatkan kualitas kebijakan good and clean goverment, serta
penggunaan mekanisme fit and proper test sebagai proses standar dalam
penetapan dan pengangkatan pejabat publik.

7) Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan.

Misi 111 : Mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung

pembangunan daerah dan nasional

1) Peningkatan kuantitas sarana dan infrastruktur perhubungan darat, sungai,
dan laut.

2) Peningkatan kuantitas sarana dan infrastruktur sosial kemasyarakatan.

3) Perencanaan dan pengembangan perumahan rakyat yang terjangkau.

4) Pengembangan sarana pelabuhan sungai dan laut.

5) Peningkatan kuantitas fasilitas komunikasi.

6) Peningkatan kuantitas fasilitas listrik untuk pengembangan listrik rumah
tangga dan industri.

7) Peningkatan dan perluasan pelayanan sarana air bersih.

Misi IV : Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan
1) Penentuan kawasan pembangunan sarana pendidikan.

2) Peningkatan kuantitas sarana pendidikan yang direhabilitasi dan

direkontruksi.
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3)

4)

5)

6)

Misi V

1)

2)

3)
4)

5)

Misi VI :

1)

2)
3)

4)

6)

Misi VII

1)

Peningkatan Kuantitas tenaga pengajar yang mengikuti pelatihan dan studi

banding.

Optimalisasi dan modifikafi hasil riset dan pengembangan dari berbagai
lembaga penelitian dan perguruan tinggi.
Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

yang terjangkau dan bermutu.

Peningkatan kuantitas derajat kesehatan masyarakat.

Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta

mendukung penegakan surpremasi hukum

Pengembangan peraturan daerah bidang pertanahan yang berkeadilan dan
mempunyai kepastian hukum.

Mengimbangi arah dan kemajuan perkembangan kriminal masa depan
dengan melakukan pencegahan, penangkalan perkembangan, penyebaran
narkotika, serta obat-obatan terlarang.

Pengembangan masyarakat yang taat hukum.

Menjaga konsistensi pelaksanaan regulasi yang dapat menciptakan
pertumbuhan kegiatan investasi di Lampung Timur.

Menciptakan paket-paket regulasi yang akan dapat menciptakan
pertumbuhan kegiatan investasi di Lampung Timur.

Membangun masyarakat Religius, berbudi luhur, dan berbudaya,
serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah

Peningkatan kuantitas rehabilitasi sarana-sarana peribadatan umat
beragama.

Peningkatan pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat.
Peningkatan Pembinaan karakter dan jati diri masyarakat.

Pelestarian dan eksplorasi berbagai ragam budaya dan seni daerah dari
berbagai sub etnis.

Peningkatan pembinaan kehidupan sosial masyarakat yang multi etnis.

Mengoptimalkan sumberdaya alam daerah berbasiskan pada

keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup

Pengelolaan dan penggunaan lahan yang sesuai dengan peruntukan dan

rencana tata ruang.
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2) Mengimbangi perubahan iklim, melarang alih fungsi lahan, menjaga
ketahanan air, ketahanan pangan, dan kondisi lingkungan hidup.

3) Perlindungan dan pelestarian berbagai kawasan lindung dan cagar budaya.

4) Mempertahankan luas hutan dan mengoptimalkan produksi hutan yang
berasal dari hasil hutan non kayu.

5) Perlindungan dan pelestarian sumber air dan sungai.

6) Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan perekonomian kawasan dan
masyarakat pesisir.

7) Optimalisasi informasi endapan geologi.

4.2.3 Sasaran Pembangunan Lima Tahun Ketiga

Misi | : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur

1) Pembangunan wilayah berdasarkan Perda Tata Ruang.
2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

3) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.

4) Perluasan pengembangan UMKM.

5) Optimalisasi berbagai sumber PAD.

6) Peningkatan kualitas pelayanan pariwisata.

7) Perluasan jangkauan Jaminan Sosial Kemiskinan.

8) Perluasan jangkauan perlindungan wanita dan anak.
9) Perluasan pengembangan pemuda dan olahraga.

10) Perluasan kualitas permukiman.

11) Peningkatan kualitas produk pertanian

12) Perluasan dan peningkatan kualitas Program Pendanaan Agribisnis
13) Peningkatan kualitas infrastruktur pertanian

14) Peningkatan kualitas Terminal Agribisnis

15) Peningkatan kualitas sentra perdagangan dan jasa

16) Peningkatan kualitas perkreditan rakyat

17) Peningkatan kualitas industri hasil pertanian

Misi Il : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance)
Kabupaten Lampung Timur secara mantap dan harmonis

berlandaskan tata peraturan pemerintahan yang berlaku

1) Memantapkan kualitas Pemilukada.
2) Meningkatkan kualitas Lembaga Swadaya Masyarakat Mandiri.
3) Mengembangkan mekanisme pengawasan, enumerasi, reward and

punishment yang terukur dan terbuka.
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4)

5)

Misi 11l :

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

Mempertahankan kualitas kebijakan good and clean goverment, serta
penggunaan mekanisme fit and proper test sebagai proses standar dalam
penetapan dan pengangkatan pejabat publik.

Akselerasi peningkatan kualitas administrasi pemerintahan.

Mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung

pembangunan daerah dan nasional

Peningkatan kualitas sarana dan infrastruktur perhubungan darat, sungai,
dan laut.

Peningkatan kualitas sarana dan infrastruktur sosial kemasyarakatan.
Peningkatan kualitas perumahan rakyat yang terjangkau.

Pengembangan sarana pelabuhan sungai dan laut.

Peningkatan kuantitas fasilitas komunikasi.

Peningkatan kuantitas fasilitas listrik untuk pengembangan listrik rumah
tangga dan industri.

Peningkatan dan perluasan pelayanan sarana air bersih.

Misi IV : Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Misi V

1)
2)

3)
4)

Pengembangan kawasan pembangunan sarana pendidikan.
Peningkatan kualitas sarana pendidikan yang direhabilitasi dan

direkontruksi.

Pengembangan pelatihan dan studi banding tenaga pengajar yang
berkualitas.
Pengembangan hasil riset dan dari berbagai lembaga penelitian dan

perguruan tinggi.
Pengembangan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
yang terjangkau dan bermutu.

Pengembangan derajat kesehatan masyarakat.

Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta

mendukung penegakan surpremasi hukum

Penerapan secara konsisten peraturan daerah bidang pertanahan.
Peningkatan kualitas pencegahan dan penanganan kriminal masa depan,
penyebaran narkotika dan obat-obatan terlarang.

Peningkatan kualitas masyarakat yang taat hukum.

Peningkatan kualitas konsistensi pelaksanaan regulasi yang dapat

menciptakan pertumbuhan kegiatan investasi di Lampung Timur.
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Misi VI :

1)

2)
3)

4)

5)
6)

Misi VII

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Membangun masyarakat Religius, berbudi luhur, dan berbudaya,

serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah

Pengembangan kuantitas rehabilitasi sarana-sarana peibadatan umat

beragama.
Pengembangan pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat.
Pengembangan pembinaan karakter dan jati diri masyarakat.

Eksplorasi dan pengembangan berbagai ragam budaya dan seni daerah
dari berbagai sub etnis.

Peningkatan kualitas pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat.
Peningkatan kualitas pembinaan kehidupan sosial masyarakat yang multi

etnis.

Mengoptimalkan sumberdaya alam daerah berbasiskan pada

keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup

Optimalisasi pengelolaan dan penggunaan lahan yang sesuai dengan
peruntukan dan rencana tata ruang.

Melarang alih fungsi lahan, menjaga ketahanan air, ketahanan pangan, dan
kondisi lingkungan hidup.

Perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan berbagai kawasan lindung dan
cagar budaya.

Mempertahankan luas hutan dan mengoptimalkan produksi hutan yang
berasal dari hasil hutan non kayu dan hutan kemasyarakatan.
Perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan sumber air dan sungai.
Peningkatan kualitas perekonomian kawasan pesisir.

Pemanfaatan dan optimalisasi informasi endapan geologi.

4.2.4 Sasaran Pembangunan Lima Tahun Keempat

Misi | : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pemantapan pembangunan wilayah berdasarkan Perda tentang Tata Ruang
Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan

Pemantapan kualitas pelayanan pendidikan

Pemantapan pengembangan UMKM

Pemantapan berbagai sumber PAD

Pemantapan kualitas pelayanan pariwisata

Pemantapan Jaminan Sosial Kemiskinan
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8)
9)

Pemantapan perlindungan wanita dan anak

Pemantapan pengembangan pemuda dan olahraga

10) Pematapan perluasan kualitas permukiman

11) Pemantapan kualitas produk pertanian

12) Pemantapan Program Pendanaan Agribisnis

13) Pemantapan infrastruktur pertanian

14) Pemantapan kualitas Terminal Agribisnis

15) Pemantapan kualitas sentra perdagangan dan jasa

16) Pemantapan perkreditan rakyat

17) Pemantapan industri hasil pertanian

Misi 1l

1)
2)
3)
4)

5)

6)

Misi T :

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance)
Kabupaten Lampung Timur secara mantap dan harmonis

berlandaskan tata peraturan pemerintahan yang berlaku

Memantapkan kualitas partisipasi politik masyarakat,

Mempertahankan kualitas Pemilukada.

Akselerasi peningkatan kualitas Lembaga Swadaya Masyarakat Mandiri.
Mempertahankan kualitas mekanisme pengawasan, renumerasi, reward
and punishment yang terukur dan terbuka.

Memantapkan kualitas kebijakan good and clean goverment, serta
penggunaan mekanisme fit and proper test sebagai proses standar dalam
penetapan dan pengangkatan pejabat publik.

Memantapkan kualitas administrasi pemerintahan.

Mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung

pembangunan daerah dan nasional

Pemantapan kualitas sarana dan infrastruktur perhubungan darat, sungai,
dan laut.

Pemantapan kualitas sarana dan infrastruktur sosial kemasyarakatan.
Pemantapan kualitas perumahan rakyat yang terjangkau.

Pemantapan kualitas sarana pelabuhan sungai dan laut.

Pemantapan kualitas fasilitas komunikasi.

Pemantapan kualitas fasilitas listrik untuk pengembangan listrik rumah
tangga dan industri.

Pemantapan kualitas pelayanan sarana air bersih.

Misi IV : Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan

1)

Pemantapan pembangunan sarana pendidikan.
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2)

3)

4)

5)

6)

Misi V

1)
2)

3)

Misi VI :

1)

2)
3)

4)

5)

Misi VII

1)

2)

3)

Pemantapan Peningkatan kualitas sarana pendidikan yang direhabilitasi
dan direkontruksi.

Pemantapan pengembangan pelatihan dan studi banding tenaga pengajar
yang berkualitas.

Pemantapan hasil pengembangan produk riset dan dari berbagai lembaga
penelitian dan perguruan tinggi.

Pemantapan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang
terjangkau dan bermutu.

Pemantapan peningkatan dan pengembangan derajat kesehatan

masyarakat.

Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta

mendukung penegakan surpremasi hukum

Pemantapan peraturan daerah bidang pertanahan.
Pemantapan kualitas pencegahan dan penanganan kriminal masa depan.,
penanganan penyebaran narkotika, dan obat-obatan terlarang.

Pemantapan masyarakat yang taat hukum.

Membangun masyarakat Religius, berbudi luhur, dan berbudaya,

serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah

Pemantapan pengembangan kuantitas rehabilitasi  sarana-sarana
peribadatan umat beragama.

Pemantapan kualitas pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat.
Pemantapan pembinaan karakter dan jati diri masyarakat.

Internasionalisasi berbagai ragam budaya dan seni daerah dari berbagai
sub etnis.
Pemantapan kualitas pembinaan kehidupan sosial masyarakat yang multi

etnis.

Mengoptimalkan sumberdaya alam daerah berbasiskan pada

keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup

Pemantapan penggunaan lahan yang sesuai dengan peruntukan dan
rencana tata ruang.

Pemantapan ketahanan air, ketahanan pangan, dan kondisi lingkungan
hidup.

Pemantapan perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan berbagai kawasan

lindung dan cagar budaya.
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4) Pemantapan luas hutan dan mengoptimalkan produksi hutan yang berasal
dari hasil hutan non kayu dan hutan kemasyarakatan.

5) Pemantapan perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan sumber air dan
sungai.

6) Pemantapan kualitas perekonomian kawasan pesisir.

7) Pengelolaan dan pemanfaatan informasi endapan geologi.

4.3 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang

Dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah
sampai dengan tahun 2025, diperlukan pentahapan dan prioritas yang dijadikan
agenda dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJM), yang
didasarkan pada urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan pada setiap tahapan,
oleh karenanya tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda tetapi

berkelanjutan dari tahapan ke tahapan berikutnya.

4.3.1 RPJM Kesatu, Pembangunan Kerangka Dasar (2005-2010)

Tahap pertama pembangunan jangka panjang dimaksudkan untuk
membangun kerangka dasar bagi kemajuan daerah dalam rangka menopang
akselerasi kemajuan untuk mewujudkan kesejahteraan daerah. Kerangka dasar
kemajuan daerah dibangun melalui pendayagunaan potensi sumber daya alam, daya
dukung infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Pada tahap ini pembangunan diutamakan pada perkuatan infrastruktur, baik
dalam aspek fisik maupun pengelolaan. Aspek fisik, yaitu meliputi penyediaan
infrastruktur transportasi, ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Aspek
pengelolaan, yaitu meliputi aturan, manajemen, dan sumberdaya manusia.

Tahap pertama pembangunan jangka panjang diarahkan pada pemulihan
kondisi yang ada sehingga kemajuan lebih cepat dicapai. Penurunan kemampuan
ekonomi untuk tumbuh mengindikasikan adanya infrastruktur yang melemah,
sehingga harus ada mekanisme pemulihan dan penambahan infrastruktur sehingga
mampu meningkatkan kinerja ekonomi.

Mekanisme pemulihan ekonomi dilakukan melalui revitalisasi berbagai sektor
ekonomi, terutama sektor pertanian dan industri. Revitalisasi pertanian dilakukan
terutama dengan pengaturan input sarana produksi, optimalisasi fungsi infrastruktur
pertanian, optimalisasi kelembagaan petani, peremajaan tanaman, pengembangan
pasar, dan penerapan teknologi pertanian. Revitalisasi industri dilakukan dengan
mengembangkan energi alternatif, menciptakan keterkaitan serta keterpaduan usaha
dan iklim usaha yang sehat.
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Pada tahap ini juga diupayakan pemulihan kerusakan lingkungan. Kondisi
lingkungan yang baik merupakan kerangka dasar yang menjadi landasan bagi
kemajuan. Dengan demikian, kerusakan hutan, pencemaran sungai, laut, serta
penelantaran lahan harus mendapat prioritas penanganan.

Pada sisi sosial diupayakan peletakan dasar hubungan sosial yang lebih
harmonis melalui pembangunan rasa aman dan saling percaya dan penegakan hukum,
Budaya demokrasi juga dibangun mulai dari tingkat yang paling bawabh,
sedangkan birokrasi ditata dengan menyiapkan kerangka kerja yang baik dan
pemerintahan yang bersih, bebas KKN.

4.3.2 RPJM Kedua, Pengembangan Kemajuan Daerah (2010-2015)

Tahap kedua dimaksudkan untuk mengembangkan kemajuan daerah dalam
rangka meningkatkan  kesejahteraan. Tahap ini merupakan kelanjutan dan
kesinambungan dari tahapan sebelumnya. Pada prinsipnya, tahap ini merupakan
tahap pemanfaatan kerangka dasar yang kokoh sebagai hasil tahapan sebelumnya.
Pada tahap ini kegiatan diutamakan untuk pengembangan semua aspek, yaitu
peningkatan aspek fisik serta perluasan dan peningkatan aspek pengelolaan sehingga
produktivitas meningkat dan terjadi diversifikasi.

Pembangunan jangka panjang tahap kedua dilakukan dengan optimalisasi
sumber daya melalui mekanisme ekonomi yang sehat, sistem sosial terpadu, dan
tegaknya hukum. Optimalisasi sumber daya dilakukan melalui peningkatan daya
dukung infrastruktur, dimana infrastruktur tersebut telah ditingkatkan dalam skala
tinggi melalui sistem pengelolaan yang efisien dan berkesinambungan. Sedangkan
mekanisme ekonomi yang sehat dibangun melalui peningkatan jumlah dan kualitas
kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi diperluas dengan diversifikasi dan peningkatan
mutu.

Sementara sistem sosial yang terpadu tercermin pada perkembangan lembaga
sosial, tumbuhnya kepedulian sosial, serta meningkatnya pendidikan dan kesehatan
masyarakat. Kehidupan demokrasi makin matang dengan dinamika sosial kondusif
bagi berkembangnya kreativitas dan seni budaya. Birokrasi makin meningkat
kinerjanya dan penegakan hukum makin meluas dengan tingkat kesadaran hukum dan

politik yang makin baik.

4.3.3 RPJM Ketiga, Pemantapan Kemajuan Daerah (2015-2020)

Pembangunan jangka panjang tahap ketiga ditujukan untuk memantapkan
kemajuan daerah dalam rangka mengembangkan kesejahteraan. Tahap ketiga
dimaksudkan untuk memantapkan kemajuan yang sudah dicapai pada dua tahap

sebelumnya. Dinamika sektor ekonomi pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan
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memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala
daerah, namun juga nasional dan internasional.

Ciri khas pada tahap ketiga adalah semakin dominannya peran IPTEKS dalam
setiap pengambilan keputusan. Pengembangan IPTEKS diarahkan pada upaya
optimalisasi potensi sumber daya. Berbagai kemajuan yang telah dicapai menjadikan
daerah memiliki daya saing, yang tercermin pada produk komoditas, infrastruktur,
pendidikan, dan IPTEKS. Sedangkan pencapaian kesejahteraan tercermin pada indeks

pembangunan manusia dan sosial kapital.

4.3.4 RPIM Keempat, Mempertahankan Momentum Kemajuan (2020-2025)

Tahap keempat dirancang untuk mempertahankan momentum kemajuan yang
telah dicapai dan memantapkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan
tercermin pada tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang baik, serta terwujudnya
rasa nyaman.

Sekolah tersebar dengan merata dan berklasifikasi nasional, dengan beberapa
sekolah berklasifikasi internasional. Pelayanan kesehatan juga tersebar dengan akses
yang mudah. Kehidupan sosial dinamis dan stabil, yang mendorong berkembangnya
kelembagaan sosial, kreativitas, dan seni budaya. Perekonomian daerah semakin
kokoh dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada beberapa sektor secara
berimbang, serta produktivitas yang tinggi dan berdaya saing di tingkat nasional dan
global. Infrastruktur semakin mantap dengan daya dukung yang tinggi, serta kualitas
sumberdaya manusia yang tinggi.

Keanekaragaman hayati dan ekosistem dapat dilestarikan dan berkembang
menjadi keunikan daerah, ikon pariwisata, dan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam
dan sumber daya air dikelola dengan baik dan menjadi kekuatan dalam menjaga
momentum kemajuan ekonomi.

Pemerintahan daerah semakin dapat dipercaya oleh masyarakat karena
memiliki kinerja baik dan bersih. Birokrasi dikembangkan untuk tujuan pelayanan
publik secara prima, serta didukung oleh manajemen pemerintahan yang baik,
aparatur yang berkualitas, dan disiplin tinggi. Penegakan hukum semakin mantap
dengan perangkat aturan yang handal dan aparatur penegak hukum yang berwibawa,
serta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Dalam menjaga momentum kemajuan yang telah diperoleh, maka hal yang
sudah dibangun pada tiga tahap sebelumnya harus juga disempurnakan sejalan
dengan kemajuan yang dicapai, agar kemajuan yang telah dicapai dapat dijaga
kelangsungannya. Penyegaran metode dan pendekatan pembangunan merupakan
semangat yang harus dikedepankan dalam rangka menjaga momentum pembangunan

pada jangka panjang berikutnya
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BAB V
PENUTUP

RPJP Daerah Kabupaten Lampung Timur merupakan pedoman bagi seluruh
pemangku-kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Kabupaten Lampung Timur serta menjadi koridor dalam penyusunan visi, misi,
program calon Kepala Daerah, dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang
selanjutnya menjadi rujukan dalam penyusunan program dan proyek pemerintah agar
tercipta sebuah kesinambungan di dalam pembangunan.

Dokumen RPJP berisi Visi dan Misi Daerah berjangka waktu 20 tahun.Visi
dan Misi tersebut diikuti dengan Arah Pembangunan setiap 5 tahun yang menjadi
fokus utama dengan tidak mengesampingkan bidang lainnya yang menjadi tugas
pokok pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur. Visi, Misi dan Arah
Pembangunan Daerah yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Kabupaten Lampung Timur disusun dengan pendekatan ilmiah sesuai dengan
arahan Surat Edaran Mendagri Negeri (SE Mendagri) No0:050/2020/SJ tahun 2005
tentang Tata Cara Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah.

Visi dan Misi Kepala Daerah yang dicantumkan di dalam dokumen RPJM dan
kemungkinan berganti setiap 5 tahun sekali sesuai dengan pergantian kepala daerah
seyogyanya mengikuti visi dan misi daerah sehingga pembangunan 20 tahun dapat

berjalan berkesinambungan.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

SATONO
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